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"Allah SWT meninggikan orang-orang yang beriman dan

diberi ilmu beberapa derajat" (QS Al Mujadilah : 11)
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Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini dan penulis berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum
Universitas Airlangga tepat pada waktunya.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Kketertarikan penulis untuk
mengkaji lebih jauh permasalahan diskriminasi yang dialami kaum
perempuan Indonesia, sebagai akibat dari melekatnya budaya patriarki
pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga dialami oleh buruh perempuan
yang mengalami diskriminasi dalam pengupahan.

Untuk melindungi buruh perempuan dari diskriminasi pengupahan,
pemerintah telah merumuskannya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Tidak cukup dengan itu,
pemerintah Indonesia meninjaklanjuti kebijakannya dengan langkah
positif, yaitu meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-undang
Nomor 8 tahun 1974 dan Konvensi ILO Mengenai Pengupahan Yang
Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang
Nilainya Sama. Namun, ternyata Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Nomor KEP-81/M/BW/1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan
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Hidup Minimum (KHRERPESEAKAPDEONNERIITASIERIANSGAUPahan yang
diskriminatif terhadap buruh perempuan, dengan tidak memasukkan
komponen kebutuhan hidup rutin buruh perempuan sebagai komponen
KHM.

Dalam hal penegakan hukum (law enforcement), pemerintah
menjalankan kebijakannya dengan setengah hati. Hal ini terbukti dengan
masih banyaknya pengusaha yang tetap melakukan diskriminasi
pengupahan tanpa dikenai sanksi apapun. Kebijakan pemerintah yang
tidak konsisten tersebut semakin memperburuk kondisi buruh perempua;i
di lapangan. Kondisi inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis
untux memilih judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Buruh
Perempuan dari Diskriminasi Pengupahan di Indonesia”.

Alhamdulillah, pada akhimya penulis berhasil menyelesaikan
penulisan  skripsi ini dengan bantuan berbagai pihak. Atas
terselesaikannya penulisan skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan
terima kasih kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas jerih payah, dukungan, doa restu,
kesabaran, dan kasih sayang tulus yang tiada putus-putusnya selama
mendidik dan membesarkan ananda. Segalanya yang kalian berikan
adalah sumber inspirasi dan semangat ananda selama menyelesaikan
penulisan skripsi ini, hanya setitik karya ini yang dapat ananda

persembahkan.
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membuat kakanda tersenyum di surga, Kakanda Adhitiya Chandra dan
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yang tiada putus-putusnya.

. Om Mubhadijir Aziz, Tante O'om Komariyah, Om Mastur Aziz, Tante lIta,
Om Rushertanto Soeroso, dan Mbak Nur Hidayati atas dukungan dan
doanya.

. Tim Penguji, Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. (Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga), lbu Lanny Ramli, S.H.,, M.Hum., Bapak Dr.
Maarten Lendert Souhoka, S.H., M.S., Bapak R. Indiarsoro, S.H., atas
catatan-catatan kritis yang disampaikan selama menguji hasil
penulisan ini.

. Ibu Lanny Ramly, S.H.,, M.S., selaku dosen pembimbing, yang telah
membatu penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah
memperkaya pengetahuan hukum penulis, khususnya kepada Bapak
Didik Endroleksono, S.H., M.S., selaku dosen wali, atas waktu luang
dan kesabarannya yang diberikan untuk membantu selama penulis
menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

. Teman-teman di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) dan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, atas bantuan buku-buku,
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Association (ALSA), dan Sie Kerohanian Islam (SKI) atas
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Semoga iRrspEREUBSTAKAANEONEERS SASpERLANGEat membawa

manfaat.

Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’'alatkum Wr. Wb.

Surabaya, 17 Januari 2001

Aulia Chandra
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IR - PERPUSTAKAARUNVERSITAS AIRLANGGA
PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Menghadapi era globalisasi, dimana para investor asing dengan

bebas dapat menanamkan modalnya di dalam negeri, negara-negara
berkembang harus bersiap-siap untuk bersaing dalam menarik investor
asing agar mereka mau menanamkan modalnya. Banyak hal yang dapat
dilakukan oleh negara-negara berkembang agar tujuannya untuk menark
investor asing dapat tercapai, antara lain dengan memberikan kepastian
hukum dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Selain itu negara-
negara berkembang juga harus mampu bersaing untuk menawarkan
ongkos produksi yang murah dalam industri yang biasanya cenderung
bersifat padat karya. Karena upah buruh dianggap sebagai salah satu
faktor produksi yang dapat ditekan untuk menghasilkan ongkos produksi
yang murah, maka tidaklah mengherankan apabila negara-negara
berkembang kaya dengan industri-industri padat karya dengan upah
buruh yang sangat murah.

Dalam era ini, buruh perempuan adalah kelompok pertama yang
akan menjadi korban. Fakta telah menunjukkan bahwa perempuan yang
bekerja sebagai buruh, baik pada pekerjaan-pekerjaan domestik (dalam
rumah tangga), nasional (industri menengah ke atas), maupun

internasional (buruh migran) mengalami eksploitasi ganda. Apalagi buruh
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perempuan dalam JiegRiEr BEKRDRANSRITRE ARRRK G eTserap pada

industri padat karya. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan Indonesia (LBH-APIK) melaporkan bahwa dari
227 kasus pelanggaran HAM perempuan di Indonesia pada tahun 1998,
ada 33 kasus kekerasan ekonomi dan masalah nafkah.' Ada beberapa hal
yang ikut memperburuk kondisi perempuan di Indonesia, sebagai salah
satu negara berkembang, pertama budaya patriarki yang sudah mengakar
pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya,
menempatkan posisi perempuan sebagai kelompok masyarakat yang
besar secara kuantitatif, namun tidak memiliki posisi tawar (bargaining
position) yang memadai. Mereka hanya menjadi kelompok besar yang
pasif (silent majority) dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan
(women in power and decision making) di lingkungannya. Budaya patriarki
ini memberikan beban §anda pada perempuan dan mengakibatkan
perempuan tidak mempunyai cukup waktu untuk memikirkan nasib
mereka. Kondisi ini dimanfaatkan benar-benar oleh para pemilik modal.
Kedua, penilaian buruh perempuan berdasarkan status perkawinan
mereka menyebabkan adanya kontradiksi tentang wilayah kerja
perempuan. Di satu sisi perempuan dianggap hanya memiliki wilayah
kerja di dalam rumah tangga (private). Di sisi lain perempuan dituntut
untuk turut serta dalam penyelenggaraan proses produksi atau

pemasaran produksi di dalarn masyarakat (publik). Oleh karena itu

' Harian Suara Pembaharuan, Perempuan Masih Menjadi Sasaran Kekerasan, 1

Pebruari 1993,
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e R TR AR DR LA kG mpuan yang
masih berstatus lajang. Apabila mereka memutuskan untuk berumah
tangga, itu sama artinya dengan keputusan untuk kembali ke dalam
kehidupan rumah tangga. Kalaupun ada perusahaan yang
mempekerjakan buruh perempuan, maka buruh tersebut diperiakukan
sebagai buruh yang lajang.

Ketiga, anggapan bahwa buruh perempuan adalah kelompok yang
lemah menyebabkan buruh perempuan cenderung untuk mengalami
eksploitasi oleh pengusaha yang mempekerjakan mereka. Pengusaha
yang bersangkutan hanya ingin memeras tenaga perempuan
sebagaimana layaknya buruh laki-laki, dengan diskriminasi yang
merugikan buruh perempuan. Beberapa kasus diskriminasi yang dialami
perempuan dalam dunia ketenagakerjaan, antara lain diskriminasi dalam
pengupahan, diskriminasi dalam lapangan kerja dan pekerjaan.

Dalam kasus diskriminasi upah terhadap buruh perempuan,
mereka mendapatkan jumiah upah yang berbeda dengan buruh yang
berjenis kelamin laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Fenomena ini
banyak kita saksikan terutama pada buruh-buruh perkebunan.? Namun,
tidak berarti bahwa buruh perempuan yang bekerja dalam bidang
manufaktur terbebas dari problematika ini, kondisi yang sama juga
menimpa mereka. Diskriminasi upah yang terjadi meliputi diskriminasi

terhadap pemberian upah pokok, atau upah minimum dan pendapatan-

? Diskusi dengan buruh perkebunan tembakau PT Tempursejo, Jember, 28 Maret
2000.
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pendapatan tamlb; i PERPOSTARA N ey arken baik Secara langsung
maupun tidak langsung, secara tunai maupun dalam bentuk lain. Oleh
karena itu pengusaha lebih tertarik untuk mempekerjakan buruh
perempuan daripada buruh laki-laki, karena dengan lebih banyak
mempekerjakan buruh perempuan mereka akan lebih menghemat ongkos
produksi.

Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Konvensi ILO No 100
tahun 1957 (telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-
undang No. 80 tahun 1957) tentang Pemberian Upah yang Sama bagi
Para Pekerja Laki-laki dan Perempuan, yang pada intinya mengatur
tentang pemberian upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk
pekerjaan yang bernilai sama mengacu kepada tingkat upah yang
ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.?

Adanya diskriminasi terhadap buruh perempuan sebenarnya telah
menjadi perhatian baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional.
Perhatian internasional yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan
buruh perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi dituangkan
dalam berbagai bentuk, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Rights), yang dikeluarkan oleh PBB
pada tahun 1948, sampai dengan Dua Belas Bidang Kritis : Sasaran
Strategis Landasan Aksi hasil Konferensi Beijing (Bejjing Declaration and

Platform for Action), yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Dunia

* Organisasi Perburuhan Internasional, Menguak Konvensi-Konvensi Ini
Lewat Dialog Sosial . Pengalaman dj Indonesia, Jakarta, 1999, hal 50-51.
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g Peremplt.lt?a? ng%%@a&gﬂ%ﬂIV“%QIT%%FRTE%&EQS di ‘Beiing.
Cina.* Di Indonesia, pada dasamya adanya persamaan hak dan
kewajiban antara perempuan dan laki-laki sebenarnya telah dituangkan
dalam Undang-undang Dasar 1945, yang tidak bersifat diskriminatif
terhadap jenis kelamin, GBHN 1993-1998, yang sebagai berikut :
“...pembinaan peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria ditujukan
untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk
upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia...”, dan
dengan meratifikasi ketentuan-ketentuan internasional, yang mengatur
tentang larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ke dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bidang pengupahan,
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah telah melarang secara tegas tindakan diskriminatif dalam hal
pemberian upah buruh untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Walaupun secara de jure persamaan hak dan kewajiban laki-laki
dan perempuan sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan
yang ada, namun pada kenyataannya (de faclo equalily) pelaksanaan
peraturan perundang-undangan masih jauh dari yang diharapkan.
Diratifikasinya Konvensi PBB No. 100 tahun 1951 tentang Pengupahan
yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang
Sama Nilainya (Equal Renumeration for Men and Women Workers for

Work of Equal Value) dalam Undang-undang No 80 tahun 1957, tidak

‘12 Bidang Kritis : Sasaran Strategi Landasan Aksi hasil Konferensi Beijing,
LBH-APIK, Jakarta, 1995,
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menurunkan tngkat T ETRRRA BRIV ARLIFRER RLARs @ rempuan baik

secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Undang-undang No. 25 tahun
1997 (yang disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997 dan ditunda masa
berlakunya sampai tanggal 1 Oktober 2000 oleh Undang-undang No. 11
tahun 1998) sebagai contoh. Menurut penilaian Kelompok Perempuan
untuk Keadilan Buruh (KPPB) undang-undang ini memiliki beberapa
kelemahan yang berkaitan dengan hak-hak buruh perempuan, yaitu (1)
tidak memberikan perlindungan terhadap TKW, (2) tidak memberikan
perlindungan terhadap hak reproduksi buruh perempuan, seperti
pelarangan terhadap buruh perempuan yang hamil dan menyusui, dan (3)
pelarangan terhadap buruh perempuan yang bekerja di malam hari atau di
tempat kerja tertentu.®

Meskipun undang-undang ini mengadopsi Undang-undang No. 12
tahun 1948 dan Undang-undang No. 1 tahun 1951, namun beberapa
ketentuan dalam undang-undang tersebut telah mereduksi ketentuan
asalnya dengan tidak mencantumkan batasan yang jelas dalam
pengaturannya dan larangan bagi pengusaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Hal itu
semakin memperbesar peluang terjadinya diskriminasi terhadap buruh
perempuan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Undang-
undang No 25 tahun 1997 akan digunakan sebagai “umbrela law” bagi

seluruh peraturan di bidang ketenagakerjaan. Semangat Undang-undang

® Erman Rsjaguguk dkk, RUU Ketenagakerjaan_: Pantas Meresahkan Buruh,
Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan, Jakarta, hal 81.
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Dasar 1945 yang 2 SBSRNART BRI SRR Rerinokal tidak
dilanjutkan oleh peraturan perundang-undangan yang berada di
bawahnya. Tidaklah mengherankan apabila kasus unjuk rasa yang
berkaitan dengan diskriminasi terhadap buruh perempuan terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah perindungan hukum dalam hal diskriminasi
pengupahan terhadap buruh perempuan?
b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengusaha yang
melanggar ketentuan tentang larangan diskriminasi dalam pengupahan

terhadap buruh perempuan?

2. Penjelasan Judul

Untuk menjelaskan judul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap
Buruh Perempuan dari Diskriminasi Pengupahan di Indonesia”, terlebih
dahulu akan diuraikan pengertian bahasa tiap-tiap kata dari judul
penulisan, yang didasarkan pada ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia.®

Upaya berarti usaha memecahkan persoalan. Perlindungan Hukum
menurut Philipus Mandiri Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada

dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan

® Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahsasa indonesia,
edisi li, cet Il, Balai Pustaka, Jakarta, 1853.
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pemerintah dan kekuasaan kAR RABRIHRY AR dggen kekuasaan

pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang
diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan
dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah
perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),
misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha perlindungan
bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah).” Buruh perempuan
berarti orang berjenis kelamin perempuan yang bekerja dengan mendapat
upah. Dari berarti disebabkan oleh. Diskriminasi berarti pembedaan
perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit,
golongan, suku, ekonomi, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
Upah menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981
adalah suatu penerimaan sabagai imbalan dari pengusaha kepada buruh
untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,
dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu
persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas
dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk
tunjangan baik wuntuk buruh sendiri maupun keluarganya. Istilah
pengupahan dalam penulisan ini meliputi upah pokok atau upah minimum
atau gaji biasa dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun yang

dibayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tunai

" R. Indiarsoro, S.H. dan MJ. Sapteno, S.H., M.Hum., Hukum Perburuhan :
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
cet |, Karunia, Surabaya, 1996, hal 11-12.
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dari dipekerjakannya si pekerja.®

Untuk mempertajam pembahasan yang berkaitan dengan adanya
diskriminasi terhadap buruh perempuan ini, maka ruang lingkup penulisan
ini dibatasi hanya dalam ruang lingkup negara Indonesia.

Arti selengkapnya dari judul penulisan ini adalah upaya hukum
pemerintah untuk melindungi buruh perempuan dari pembedaan
berdasarkan jenis kelamin dalam pengupahan, dengan memberlakukan

peraturan perundang-undangan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Perempuan, sebagai kelompok masyarakat yang jumlahnya cukup
besar, selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan
karena meningkatnya jumlah penduduk perempuan tidak seimbang
dengan partisipasi mereka secara kualitatif dan kuantitatif dalam
pembangunan.

Kondisi seperti itu juga terjadi di dalam dunia ketenagakerjaan.
Sistem kerja padat karya yang ada di Indonesia menuntut buruh
perempuan sebagai kelompok mayoritas dalam sektor manufaktur dan
jasa tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk ikut dalam

menetukan kebijakan yang berkaitan dengan nasib mereka. Mereka

® Istilah pengupahan dalam Pasal 1 Konvensi No, 100 tahun 1951 Mengenai
Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjean yang
Sama Nilainya, yang diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1957.
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hanya dijadikan gbysk-sE88RMAPORNAEES THRMIR diNGIEAakan sebagai
operator mesin, tenaga administrasi, penjaga pasar swalayan, dan posisi-
posisi lain yang dalam struktur kerja tidak mempunyai posisi tawar
(bargaining position) yang cukup kuat Tidak hanya mengalami
diskriminasi dalam hal perolehan lapangan kerja dan pekerjaan, buruh
perempuan juga mengalami diskriminasi dalam hal pengupahan, untuk
jenis pekerjaan yang bernilai sama dan seringkali buruh perempuan yang
sudah menikah dianggap sebagai buruh lajang, karena mereka hanya
dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dalam rumah tangga.

Dalam industri manufaktur buruh perempuan dituntut untuk bekerja
keras dengan jenis pekerjaan yang sama. Namun, banyak diantara
mereka yang mendapatkan upah yané berbeda. Dianggapnya buruh
perempuan sebagai buruh lajang walaupun mereka sudah menikah,
merupakan salah satu cara pengusaha agar mereka tidak periu
membayar tunjangan keluarga buruh perempuan tersebut. Buruh
perempuan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa suami mereka
tidak mampu bekerja oleh karena mengalami cacat fisik maupun mental
yang dinyatakan dengan surat dokter. Atau buruh perempuan harus dapat
membuktikan bahwa suaminya telah berusia lanjut sehingga anak mereka
menjadi tanggungan buruh perempuan tersebut.® Hal ini tentu saja tidak

adil bagi buruh perempuan karena untuk pekerjaan yang sama mereka

® Kesepakatan Kerja Barsama antara Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang
Gempol Pasuruan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sektor Rokok,
Tembakau, Makanan, dan Minuman Unit Kerja Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang
Gempol Pasuruan Periode 1999-2000.
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anggapan bahwa perempuan hanyalah sebagai pencari nafkah tambahan
dalam keluarga. Kondisi demikian tentu saja tidak boleh terus-menerus
dibiarkan begitu saja, karena hal ini bertentangan dengan semangat
keadilan yang dituangkan dalam idiologi bangsa kita.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian yuridis
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadikan
“Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Perempuan dari
Diskriminasi Pengupahan di Indonesia” sebagai judul penulisan skripsi ini,
sebagai langkah untuk mengkaji secara mendalam salah satu dari sekian
banyak kasus konflik ketenagakerjaan di Indonesia.

Selain itu penulisan ini juga bermaksud mengajak masyarakat,
khususnya kelompok buruh, untuk memperhatikan secara mendalam
peraturan-perundangan di bidang perburuhan dalam hal memberikan
perlindungan terhadap hak-hak buruh perempuan agar perempuan tidak

lagi menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum dan sebagai parameter untuk menguiji
tingkat pemahaman penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Airlangga.
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perempuan, penulisan ini bertujuan untuk membantu buruh dalam
menganalisis permasalahan-permasalahan di bidang ketenagakerjaan
yang ada di sekitar mereka secara kritis, terutama berkaitan perlindungan
dari diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan untuk jenis
pekerjaan yang sama, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak
untuk mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi yang
didasarkan atas apapun. Dan kepada buruh laki-laki, agar‘ mereka
senantiasa peduli dengan masalah yang secara langsung tidak mereka
alami dan mereka rasakan.

Bagi almamater, penulisan ini dimaksudkan untuk dapat menjadi

bahan kajian akademis yang bermanfaat.

5. Metodoloqi

5.1.Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam penulisan ini menggunakan
metode pendekatan secara yuridis-normatif (legal research) dan
yuridis sosiologis (empiris research).

Metode vyurudis-normatif dilakukan dengan mengadakan
penelitian tehadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Sedangkan metode yuridis-sosiologis dilakukan dengan

mengadakan penelitian langsung terhadap masyarakat yang
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kelompok buruh perempuan.
5.2.Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam data, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer yang berupa fakta-fakta
lapangan akan ditelusuri melalui proses interaksi dan diskusi bersama-
sama dengan masyarakat di lokasi. Sedangkan data sekunder
dilakukan dengan mengadakan survei ke lembaga-lembaga yang
berkaitan dengan penulisan ini (Depnaker, YLBHI, LSM pemerhati
perempuan, dan lain-lain), mengkaji buku-buku, karya tulis ilmiah, atau
media lain yang dapat menunjang dan berhubungan dengan penulisan
ini.
5.3.Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data primer yang lengkap, metode yang
digunakan adalah metode snow ball theory, yaitu dengan
menggulirkan dan menyilangkan beberapa fakta yang diperoleh dari
narasumber yang berbeda. Sedangkan data sekunder, yang berasal
dari buku-buku dan karya tulis ilmiah, dikumpulkan dengan
mengadakan pengelompokan berdasarkan keterkaitannya dengan
pembahasan permasalahan dalam penulisan ini (studi pustaka).
5.4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang tersedia dalam penelitian ini,

digunakan dua tahapan analisis. Tahap pertama analisis data primer
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dan analisis data sekunder secara terpisah. Data primer yang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

diperoleh melalui proses interaksi dengan masyarakat dianalisis
bersama-sama dengan masyarakat di lokasi. Hal ini bertujuan untuk
menghindari kesalahan dalam menafsirkan fakta yang ada. Sedangkan
data sekunder, yang terkumpul dari buku-buku dan karya tulis ilmiah,
dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, artinya data
tersebut digambarkan sedemikian rupa dan dianalisis dengan mencari
keterkaitan antara data yang ada dengan peraturan perundang-
undangan yang beriaku di Indonesia.

Tahap kedua dilakukan dengan menggabungkan data primer
dan data sekunder yang telah dianalisis pada tahap pertama. Dalam‘
kajian ini digunakan studi korelasi yang mengaitkan data primer dan

data sekunder.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan ini secara keseluruhan dapat dibagi menjadi lima bab.
Bab perfama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang
permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,
tujuan penulisan, metodologi dan diakhiri dengan pertanggungjawaban
sistematika.

Bab kedua, sebagai awalan pembahasan, akan mengkaji konsep
pengupahan yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan upah di

Indonesia, baik yang diadopsi dari peraturan ILO, di mana Indonesia
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pemerintah Indonesia sendiri. Dan selanjutnya dalam bab ini akan dikaji
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang
larangan adanya diskriminasi dalam pengupahan.

Bab ketiga akan menjabarkan dan mengkaji pelanggaran yang
dilakukan oleh perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang larangan diskriminasi terhadap buruh perempuan.

Selanjutnya pada bab ini akan dijabarkan bagaimana pemerintah, melalui

aparat penegak hukumnya dapat melakukan penyelesaian hukum
terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan larangan diskriminasi
terhadap buruh perempuan. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan
tinjauan vyuridis terhadap kesepakatan kerja bersama (KKB) yang
diberlakukan di P.T. Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang Pasuruan.
Pada bab keempat, sebagai penutup, akan disajikan kesimpulan
dari penulisan ini, yang merupakan intisari pembahasan permasalahan
dan saran terhadap perlindungan hukum dari diskriminasi terhadap

perempuan yang marak dalam dunia tenaga kerja.
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PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DISKRIMINASI PENGUPAHAN

TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI INDONESIA

Upah merupakan salah satu komponen penting yang dapat
menunjang kegiatan produksi dalam dunia ketenagakerjaan. Bagi buruh,
upah merupakan penghasilan yang diterima dari pengusaha sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, yang akan mereka
gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu upah juga dapat
menjadi faktor pemacu kinerja buruh. Dengan upah yang memenuhi
standar kehidupan buruh sehari-hari, maka tingkat kinerja buruh dalam
sebuah perusahaan juga akan meningkat. Bagi pengusaha, upah
digunakan sebagai salah satd faktor yang ikut menentukan besarnya
biaya produksi yang harus dikeluarkan yang pada akhirnya akan
digunakan untuk menentukan harga sebuah produk. Bagi pemerintah,
upah dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dan
kemakmuran penduduknya. Oleh karena itu keadilan dalam setiap
kebijakan pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang
berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negaranya, harus terus
diupayakan. Seorang buruh tidak boleh mendapatkan perlakuan
diskriminatif yang didasarkan atas perbedaan apapun dalam pengupahan
untuk jenis pekerjaan yang sama, termasuk di dalamnya diskriminasi yang

didasarkan pada jenis kelamin.

16
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hak-haknya, juga berhak untuk mendapatkan keadilan dalam kebijakan
pemberian upah yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pengusaha
tempat ia bekerja. Dalam hal pengupahan, untuk jenis pekerjaan yang
sama, buruh perempuan tidak boleh diberi upah yang lebih rendah dari
buruh laki-laki hanya karena ia berjenis kelamin perempuan dan dianggap
sebagai masyarakat kelas dua (second class) dalam dunia tenaga kerja.
Pemerintah tampaknya harus berusaha keras untuk menegakkan
keadilan dalam hal pengupahan. Dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan, pemerintah harus bersikap konsisten dalam membuat suatu
perundang-undangan yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi
pengupahan terhadap buruh perempuan, karena seringkali peraturan
perundang-undangan yang berada di bawah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Tidak hanya
berkewajiban dalam membuat peraturan perundang-undangan yang
sifatnya non diskriminatif, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan

penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

1. Konsep Pengupahan di Indonesia

Pada dasarnya dalam ideologi negara Indonesia, Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN), hak perempuan terhadap persamaan dijamin secara tegas.'’

1 Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan : Sidang
XVII (18 Januari -6 Februari 1998), LBH-APIK, Yogyakarta, 1998, hal 7.
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pernah dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, semua berhak untuk
mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Namun, semangat tersebut
tidak diteruskan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di
bawahnya. Demikian halnya dengan ketentuan yang mengatur tentang
upah minimum buruh.

Dalam ketentuan mengenai upah minimum yang diatur dalam
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum disebutkan bahwa Upah Minimum
Regional (UMR) Tingkat | dan UMR Tingkat |l ditetapkan dengan
mempertimbangkan :

a. Kebutuhan hidup Minimum (KHM)

b. Indeks harga konsumen (IHK)

¢. Kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan

d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar
daerah

e. Kondisi pasar kerja

f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

Unsur-unsur tersebut di atas harus digunakan secara kumulatif sebagai

dasar pertimbangan dalam menentukan UMR. Dengan

mempertimbangkan unsur-unsur di atas seharusnya kesejahteraan buruh

dapat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Namun, pada kenyataannya

keadaan buruh tidak pernah menjadi lebih baik.
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beberapa kelemahan dalam pelaksanaan ketetapan UMR saat ini, yaitu :
a. Besamnya KHM masih berpedoman pada perhitungan biaya hidup

standar buruh laki-laki lajang.

b. Perhitungan UMR masih didasarkan pada KHM, padahal KHM adalah
KFM (sewa rumah, beras, lauk-pauk, minyak tanah, minyak goreng,
dan sebagain-ya) ditambah dengan kebutuhan kesehatan, pendidikan,
nilai gizi, dana siaga, dan sebagainya.

c. Masalah kejelasan hukum ketenagakerjaan hingga saat ini mesih
belum mampu mengatasi konflik ketenagakerjaan secara adil.

d. Pemberlakuan UMR yang sama rata untuk seluruh buruh tanpa
mempertimbangkan kualitas buruh, jenis keterampilan, dan besarnya
tanggung jawab secara pasti akan menurunkan produktivitas kerja."’

Selain itu terdapat beberapa kelemahan lain dari pelaksanaan UMR,

yaitu:

a. Penetuan harga kebutuhan buruh masih menggunakan harga yang
berlaku di pasar induk, sedangkan buruh di lapangan membeli
kebutuhannya tidak di pasar induk melainkan di pasar umum.

b. Dalam pelaksanaannya pemerintah kurang memperhatikan kenaikkan

harga-harga barang di pasaran yang sangat fluktuatif.

"' Prof. Armijn Rangkuti, S.E. dan Drs. Doeri, Kebijaksanaan Pemerintah dalam
Hal Pengupahan : Beberapa Ketentuan Sebagai Dasar Menentukan Kebijaksanaan
Pengupahan, Komisi Penelitian, Pengupahan, dan Jamsostek DKD Tingkat | Jawa Timur,
Makalah yang disampaikan pada Silaturahmi Kader Goi~ar 10 Mei 1997, hal 5.
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pelaksanaan UMR adalah besarnya KHM masih berpedoman pada
perhitungan biaya hidup standar buruh laki-laki lajang. Dalam kondisi riil di
lapangan besarnya KHM yang ditetapkan pemerintah masih sangat jauh
dari standart kesejahteraan buruh. Apabila dengan menggunakan dasar
perhitungan kebutuhan buruh laki-laki lajang saja ternyata tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidup laki-laki lajang, kondisi yang lebih buruk
sudah dapat kita pastikan akan dialami oleh buruh perempuan karena
terdapat beberapa kebutuhan rutin buruh perempuan yang tidak ikut
diperhitungkan dalam penetuan komponen KHM dalam Surat Kepeutusan
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-81/M/BW/1995
tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum, seperti
misalnya pembalut wanita dan kosmetika. Dalam tabel di bawah ini dapat
kita bandingkan komponen KHM sesuai dengan SK Menteri Tenaga Kerja
No. KEP-81/M/BW/1995 dan komponen Kebutuhan Hidup Nyata buruh,
yang merupakan hasil penelitian para buruh yang tergabung dalam
Serikat Buruh Srikandi, Serikat Buruh Garment Mandiri, Serikat Buruh
Fajar Mulia Bangkit, Serikat Buruh Mandiri, Srikat Buruh Ades Mandiri,
dan Serikat Buruh Kartini, yang menunjukkan bahwa kebutuhan buruh

perempuan tidak ikut menjadi komponen KHM

DAFTAR ISIAN
KEBUTUHAN HIDUP NYATA BURUH LAJANG
DALAM SEBULAN
No Keperluan Mutu/ jenis | Konsumsi/ | Satuan Harga Nilai/
R bulan bulan
A | Makanan & minyman | | e
Beras Sedang _ 13 kg 1 kg 2.300 29.000
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- daging Sedang 1 kg 1 kg 25.000 | 25.000
- ikan segar Sedang 2 kg 1k 8.000 | 16.000
- telur ayam Sedang 1,5kg 1ka 7.000 10.500
3 | Kacang-kacangan Sedang 1,5 kg 1 kg 7.000 10.500
4 | Gula Sedang 1,5kg 1kg 4.000 6.000
5 | Minyak goreng Sedang 2kg 1 kg 4.000 6.000
6 | Seyuran Variasi 30 hari 1kg 1.000 30.000
7 | Buah-buahan Variasi 20.000
8 |Teh Sedang 1 bks Bks 3.000 3.000
8 | Kopi Sedang 0,5kg 1 kg 30.000 15.000
10 | Bumbu-bumbuan Sedang 30 hari Per hr 1.000 | 30.000
203.900
Il | Perumahan &
Fasilitas
1 | Kos/sewa kamar Sedang 12/12 1km 60.000 | 60.000
2 | Dipanftempat tidur No 3 polos 1/60 1 buah | 240.000 4,000
3 | Kasur bantal Sedang 1/36 1 buah | 144.000 4.000
4 | Seprei & sarung Sedang 212 1buah 54.000 9.000
bantal
5 | Meja & kursi Sedang 1/60 1psg | 240.000 4.000
| 6 | Piringmakan Sedang 4/24 1 buah 2.400 400
7 | Gelas minum Sedang 4/24 1 buah 2.400 400
8 | Ceret plastik Sedang 1/24 1 buah 7.200 300
9 | Wajan Sedang 1136 1buah | 10.800 300
10 | Panci aluminium Sedang |  1/36 1 buah 10.800 300
11 | Kompor minyak tanah Sedang 1/36 1 buah 16.200 450
_12 | Minyaktanah | Sedang | 200t | 11t | __ 550] 11.000
13 | Ember plastik o Sedang 112 1 buah 10.200 850
14 | Tikar plastik Sedang 112 1 buah 12.000 1.000
15 | Listrik _ 12112 Per bin 5.000 5.000
| 16 | Lampu penerangan | Sedang 312 1 buah 12.000 1.000
17 | Air L=20 It 150 jrg 1 125 18.750
jirigen
.18 |Sabuncuci | Rinso _1kg 1 buah 10.000 10.000
130.750
lll_| Sandang _
1_| Celana panjang/rak Sedang 2/12 1 buah 42.000 7.000
2 | Kemeja/blus 2/12 1 buah | 42.000 7.000
3 _| Kaos oblong/BH 3/12 10.000 2.500
4 | Celana dalam 12/12 3.000 3.000
§ | Sarung/kain panjang 112 24.000 200
6 | Sepatu 112 1ps 60.000 500
7 | Sandal jepit 2/12 1ps 3.600 600
8 |Handukmandi | 2/12 1 buah 12.600 2.100
9 | Sandal biasa * Imitasi 2112 1ps 30.000 5.000
IV_| Aneka kebutuhan
1 | Transport Umum 30 Pp 1.600 48.000
2 | Sarana kesehatan
| -pastagigi Pepsodent 1212 1 buah 2.000 2.000
-~ sabun mandi Lifebuoy 2 buah 1 buah 1.500 3.000
_____ - sikat gigi 1_Sedang - | 12/12 | 1buah 1.500 3.000 |
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- PPPK * Variasi 1 paket 1 paket 10.000 10.000
- pembalut waRtaPERPUS BAKARN UNIVERRITAS AIRLANGGATS q59 5.000
- kosmetika * Variasi 12/12 1 paket 27.000 27.000
- shampoo * Sedang 15 sachet 1 sct 500 7.500
3 | Pangkas/potong 6/12 1 kali 5.000 2.500
| rambut
4 | Pendidikan/pelatihan/ Akumulasi | Akumu 28.000 28.000
baca koran/bacaan /bulan lasi/bl
5 | Rekreasi/hiburan 1 kali 1 kali 10.000 10.000
6 | Pengeluaran tak 2112 1 kali 30.000 5.000
terduga
i' 149.500
TOTAL PENGELUARAN 507.050 |

Ket : ratarata harga kebutuhan hidup di sekitar tempat tinggal para buruh yang
tergabung dalam Serikat Buruh Srikandi, Serikat Buruh Garment Mandiri, Serikat
Buruh Fajar Mulia Bangkit, Serikat Buruh Mandiri, Serikat Buruh Ades Mandiri, dan
Serikat Buruh Kartini.

* tidak terdapat dalam SK Menteri Tenaga Kerja No KEP-81/M/BW/1995

Dalam tabel di atas dapat kita amati bahwa terdapat perbedaan
besarnya kebutuhan hidup minimum buruh sebanyak Rp 32.000,00
apabila komponen KHM mengakomodir kebutuhan rutin buruh
perempuan. Kita tidak bisa menafikan perbedaan uang yang “hanya”
sebesar Rp 32.000,00 saja. Masih segar dalam ingatan kita aksi buruh
yang dilakukan oleh ribuan buruh Sidoarjo, yang menuntut kenaikan UMR
sebesar Rp 1.900,00 dari Rp 328.000,00 menjadi Rp 330.700,00' dan
juga aksi buruh Mojokerto yang memeperjuangkan kenaikan UMR
sebesar Rp 13.500,00 dari Rp 317.200,00 menjadi Rp 330.700,00.'
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (YLBHI-LBH Surabaya), salah satu
Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perburuhan,
mencatat bahwa, antara bulan Januari sampai dengan November 2000 di

daerah Jawa Timur, dari 179 aksi buruh sejumlah 56 aksi (lebih dari 31%)

2 Ahmad Taufik, "Daerah-Sidorjo®, Tempo, 4-10 Desember 2000, h 37,

" 8d, “UMR Mojokerto Rp 330.700", Jawa Pos, 7 Desember 2000, h 13.

SKRIPSI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ... AULIA CHANDRA



menuntut upah yang layak bagi kesejahteraan buruh.'* Hal tersebut dapat

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
dimaklumi karena bagi buruh, yang sebagian besar merupakan
masyarakat yang tingkat perekonomiannya lemah, uang sejumlah itu
sangat berharga. Selain itu kebutuhan buruh tersebut merupakan hak
buruh yang harus dilindungi oleh pemerintah dan menjadi kewajiban bagi
pengusaha untuk memenuhinya. Apalagi kebutuhan tersebut berkaitan
dengan hak reproduksi yang dilindungi dalam Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts
Women) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-
undang No 7 tahun 1984.

Tidak terakomodirnya kebutuhan rutin buruh perempuan sebagai
komponen kebutuhan hidup minimum tersebut sangat memprihatinkan,
mengingat jumlah buruh perempuan di lapangan jauh lebih banyak
daripada jumlah buruh laki-laki. Hal ini sangat bertentangan dengan
kebijaksanaan pemerintah untuk menetapkan pengupahan dan
penggajian dengan didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan
diri, dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak
menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi

kerja dan nilai kemanusiaan yang menimbulkan rasa harga diri,'®

" Divisi Perburuhan, “Laporan HAM Perburuhan Surabaya”, YLBHI-LBH
Surabaya, 2000.

"* Dasar menimbang sub a SK Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-81/M/BW/1995
tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.
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ketentuan peraturan perundang-undangan vyang di atas tidak
membedakan pengupahan berdasarkan jenis kelamin dan melarang
adanya diskriminasi pengupahan, namun semangat non diskriminatif pada
ketentuan tersebut tidak diikuti oleh ketentuan yang ada di bawahnya, dan
ketentuan perundang-undangan pelaksanaan yang berada di bawahnya

tetap bias gender.

2. Upah Buruh Menurut International Labour Organisation (ILO)

International Labour Organisation (ILO), organisasi internasional di
bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi bidang
perburuhan mendefinisikan upah sebagai berikut :

“The common notion of wages is that of payments fo a

worker by his employer made regularly (usually at daily,

weekly, fortnightly or monthly interval), including payment in

cash and in kind, amounts earned by piece-workers,

suplementary eaming under incentive plans, cost of living

allowances and regular bonus".'®

International Labour Organisation (ILO) juga telah memasukkan

prinsip “pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama® ke

dalam Mukadimah Konstitusinya pada tahun 1919 dan tahun 1948,

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Larangan Diskriminasi

Upah di Indonesia

" FX. Djumialdji, S.H., Selayang Pandang Mengenai ILO, Liberty, Yogyakarta,
1992, hal 1.
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menetapkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik
yang dibuat oleh oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun yang
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dari konvensi-konvensi yang
dihasilkan oleh ILO, yang pada dasarnya secara tegas melarang adanya
praktek diskriminasi terhadap buruh perempuan dalam hal pengupahan
untuk jenis pekerjaan yang sama. Peraturan perundang-undangan itu
antara lain :

* Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah

* Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (The Convention on The Elimination Of Discrimination
Againts Women)

« Undang-undang Nomor 80 tahun 1957 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan
Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (The Convention
Concerning Equal Renumeration for Men and Women Workers for
Work of Equal Value)

Dalam ketiga peraturan perundang-undangan di atas beberapa pasalnya

secara tegas melarang adanya diskriminasi pengupahan terhadap buruh

perempuan.
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3.1.Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
tentang Perlindungan Upah

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah bertujuan untuk mengatur perlindungan upah secara
umum dan bertujuan untuk menuju ke arah pengupahan yang layak bagi
buruh agar upah mampu menjamin kelangsungan hidup bagi buruh dan
keluarganya (penjelasan umum). Yang dimaksud dengan upah dalam
Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 adalah :

“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada

buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan

perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk

tunjangan baik untuk buruh sendini maupun keluarganya.”
dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuk upah bukan hanya upah
pokok yang rutin diberikan kepada buruh, melainkan juga termasuk di
dalamnya tunjangan yang diperuntukkan bagi buruh itu sendiri dan
tunjangan bagi keluarganya. Upah tersebut harus dinilai dengan uang dan
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha
sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh
buruh.

Peraturan Pemerintah ini juga mencantumkan pasal yang secara
tegas memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan dari

diskriminasi pengupahan untuk pekerjaan yang nilainya sama. Hal ini

diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :
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"Pengusaha dalam_ mene w}{)kan g tidak  boleh
mengadakSyi ‘KA Y B R IKRIN th buruh

wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya".

Dengan demikian apabila ada dua orang buruh berjenis kelamin beda,
memiliki status perkawinan yang sama, melakukan satu jenis pekerjaan
yang sama dalam jabatan yang sama, terhadap mereka berdua tidak
boleh diberikan upah yang berbeda, demikian pula dengan tunjangan baik
yang diberikan untuk mereka maupun untuk keluarga mereka.

3.2. Analisis terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on The
Elimination Of Discrimination Againts Women)

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan merupakan konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa
yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 24 Juli 1984.
Konvensi ini melarang adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam
bentuk apapun, karena perempuan mempunyai kedudukan yang
sederajat dengan laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan hak
ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Walaupun dalam Pasal 2 ayat
(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of
Human Rights) telah menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas
semua hak dzan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan
tidak ada perkecualian seperti : pembedaan ras, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul
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kedudukan lain". Namun, hal itu dirasakan masih belum cukup melindungi
perempuan dari adanya diskriminasi dalam berbagai hal, khususnya
dalam hal pengupahan. Kondisi inilah yang mendasari di terbitkannya
Konvensi ini.

Perlindungan untuk mendapatkan upah yang sama dalam konvensi
ini diatur dalam Pasal 11 point ke 3 yang menyatakan bahwa salah satu
hak perempuan dalam pekerjaan adalah :

“Hak yang sama untuk menerima upah, termasuk perlakuan

yang sama unluk pekerjaan yang bernilai sama.”

Sebagai langkah awal Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah
positif dengan ikut serta meratifikasi Konvensi sebagai salah satu negara
yang ikut meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All
Forms Of Discrimination Againts Women) tersebut ke dalam Undang-
undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Langkah positif tersebut seharusnya diikuti dengan membentuk
sistem yang mendukung terwujudnya persamaan derajat antara laki-laki
dan perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Konvensi
tersebut, karena sebagai salah satu negara yang ikut serta meratifikasi

konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan beberapa

kebijakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap
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atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 2 Konvensi, antara lain :

a. Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam
Undang-Undang Dasar Nasional mereka atau peraturan perundang-
undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan
untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-
cara lain yang tepat;

b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-
peraturan lainnya termasuk sankéi-sanksinya di mana perlu, melarang
semua diskriminasi terhadap perempuan:;

c. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas
dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui
pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah
lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap segala
diskriminasi:

d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap
perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah
dan lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan kewajiban
tersebut;

e. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan

undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-
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praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;

f. Mencabut semua ketentuan pidana yang diskriminatif terhadap
perempuan.

3.3. Analisis terhadap Undang-undang Nomor 80 tahun 1957 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Pengupahan yang Sama Bagi
Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama
Nilainya (The Convention Concerning Equal Renumeration for
Men and Women Workers for Work of Equal Value)

Ketentuan yang melarang adanya diskriminasi pengupahan telah
diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(Universal Declaration of Human Rights) yang berbunyi : “Setiap orang,
tanpa disknminasi berhak atas pengupahan yang sama unituk pekerjaan
yang sama” dan Pasal 7 ayat a (1) Kovenan Internasional mengenai Hak-
hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Interational Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights) yang berbunyi : “Setiap negara peserta
kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati syarat-syarat
perburuhan yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin
bayaran yang memberikan kepada semua tenaga kerja, sekurang-
kurangnya upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekeraan yang

senilai tanpa pembedaan berdasar apapun, khususnya kepada

perempuan dijamin persyaratan kera yang tidak lebih rendah dari pada
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yang sama’

Adanya dua ketentuan di atas masih dirasa kurang oleh Komisi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kedudukan Perempuan (United
Commission on The Status of Women), sehingga akhirnya mereka
berhasil mewujudkan adanya konvensi yang secara spesifik mewajibkan
negara. anggotanya untuk mempromosikan prinsip pengupahan yang
sama untuk pekerjaan yang sama nilainya dan untuk menghapuskan
diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin, yang kemudian kita kenal
sebagai Konvensi mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-
laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (The
Convention Conceming Equal Renumeration for Men and Women
Workers for Work Of Equal Value)."

Dalam Pasal 1 konvensi ini disebutkan bahwa :

a. lstilah “pengupahan” mencakupi upah pokok atau upah minimum atau
gaji yang biasa dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun yang
dibayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tunai
ataupun dalam bentuk lain, oleh majikan kepada pekerja sebagai
akibat dari dipekerjakannya si pekerja;

b. Dan istilah “pengupahan yang sama untuk pekerja laki-laki dan

perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya” mengacu pada

'’ Nathalie Kaufman Hevener, “Perisai Perempuan : Kesepakatan Internasional
Untuk Perlindungan Perempuan’, cet |, terjemahan Alex Irwan Ph.D., LBH APIK,
Yogyakarta, 1899, h 145.
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berdasrkan jenis kelamin.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi diatur bahwa :
“‘Setiap anggota akan, melalui cara-cara yang sesuai dengan
metode-metode yang berlaku untuk menetukan tingkat-
tingkat pengupahan, mempromosikan dan, selama masih
sejalan dengan melode-metode semacam itu, menjamin
penerapan kepada semua prinsip pengupahan yang sama
bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang
sama nilainya.”

Dan prinsip tersebut dapat diterapkan dengan cara :

a. Perundang-undangan dan peraturan nasional,

b. Sistem pengupahan yang dikembangkan atau diakui secara legal;

c. Kesepakatan bersama antara majikan dan buruh; atau

d. Kombinasi dari berbagai cara tersebut.'®
Dalam tataran undang-undang, pemerintah Indonesia telah

meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 80 tahun

1957. Namun hal ini tidak diimplementasikan dengan baik pada tataran

perundangan yang ada di bawahnya (sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam sub bab tentang Konsep Pengupahan di Indonesia di atas).

'* Pasal 2 ayat (1) Konvensi Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja
Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.
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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA YANG MELANGGAR

KETENTUAN PELARANGAN DISKRIMINASI TERHADAP BURUH

PEREMPUAN

Dalam bab sebelumnya telah disampaikan bahwa tedapat
beberapa faktor yang turut mendukung terjadinya diskriminasi
pengupahan terhadap buruh perempuan di Indonesia, antara lain :

1. Tidak diturunkannya semangat non diskriminatif dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah sehingga menghasilkan produk
perundang-undangan yang bertentangan antara yang satu dengan
yang lainnya.

2. Dengan dilanggengkannya budaya patriarki, perempuan masih
dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas dua (second class)
sehingga menyebabkan akses buruh perempuan dalam kekuasaan
dan penentuan kebijakan (women in power and decision making)
masih sangat kurang, demikian halnya dengan keterlibatan buruh
perempuan dalam proses penetuan kebijakan dalam penetuan upah
yang berkaitan dengan nasib dan kesejahteraannya.

3. Tidak tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan

penegakan hukum (law enforcement) terhadap peraturan perundang-

33
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oG YA A e ungg2 RanyRk pengusaha yang dapat dengan
tenang melanggar ketentuan perundang-undangan tanpa sanksi.
ketiga hal tersebut di atas menyebabkan pengusaha tetap dapat
melakukan tindakan diskriminasi terhadap buruh-buruh perempuannya
dengan aman, sehingga pada akhirmya semakin memperburuk kondisi
kesejahteraan buruh perempuan di Indonesia.
Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut tentang faktor pendukung
terjadinya diskriminasi pengupahan yang pertama dan ketiga serta
menjabarkan dan mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang larangan diskriminasi terhadap buruh

perempuan.

1. Pelanggaran terhadap Ketentuan Larangan Diskriminasi terhadap

Buruh Perempuan

1.1. Kajian Normatif

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 telah diatur
mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan pengupahan
dengan cara yang diskriminatif terhadap buruh perempuan:

‘Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh

mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh

perempuan unluk pekerjaan yang sama nilainya."

Selain itu, untuk melindungi buruh perempuan dari perjanjian yang
merugikan buruh, termasuk di dalamnya perjanjian yang bersifat

diskriminatif, Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 ini juga mengatur
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dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya
menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima pembayaran
kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap
upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah
diberikan kepadanya untuk memenuhi perjanjian”.

Dengan demikian pengusaha- tidak boleh membuat Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) yang memperjanjikan pengupahan yang
diskriminatif. KKB yang memeperjanjikan pengupahan yang diskriminatif
menjadi batal demi hukum dan selanjutnya pengusaha berkewajiban
mengembalikan pembayaran dari bagian upah yang tertahan sebagai
perhitungan terhadap upah buruh.

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut akan
dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan
Pemerintah No 8 tahun 1981, yang menyatakan bahwa :

‘Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5

ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga)

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus

nbu rupiah).”

Bagian lain dari Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa

pengupahan yang diskriminatif adalah salah satu perbuatan pidana yang
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tergolong dalam jenis pelanggaran, yaitu dalam Pasal 34 yang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
menyatakan bahwa :

‘Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Pasal 32, dan Pasal 33 adalah Pelanggaran.”

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
secara eksplisist memang telah melarang adanya pengusaha yang
melakukan praktek diskriminasi pengupahan yang berdasar atas jenis
kelamin. Namun, hal itu tidak diikuti oleh Surat Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Rl Nomor KEP-81/M/BW/1995 tentang Penetapan Komponen
Kebutuhan Hidup Minimum. Dalam hukum dikenal asas “Lex superiori
derogat legi inferior” yang bermakna hukum yang lebih tinggi derajatnya
membatalkan hukum yang derajatnya lebih rendah.' Asas ini berlaku
apabila antara dua peraturan perundang-undangan yang mengatur hal
yang sama tetapi keduanya bertentangan, sesuai dengan asas hukum
tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat
dinyatakan tidak berlaku.

Dengan tidak memasukkan kebutuhan rutin buruh perempuan
dalam penetapan komponen kebutuhan hidup minimum (KHM), maka
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor KEP-81/M/BW/1995
mengatur sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya,

yaitu Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981, karena Pasal 3 Peraturan

" 1.P.M. Ranuhandoko, B.A | “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia”, cet I, Sinar
Grafika, Jakarta, 1996, hal 386,
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pengupahan terhadap buruh perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama
nilainya sedangkan kebutuhan hidup minimum (KHM) seharusnya dihitung
berdasarkan pengeluaran rutin buruh dalam satu bulan.

Permasalahan yang berkaitan dengan bertentangannya Surat
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor KEP-81/M/BW/1995 dengan
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 dapat diselesaikan dengan
menggunakan asas hukum tersebut. Dalam hal ini, yang berkedudukan
sebagai lex superiori adalah Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981
tentang Perlindungan Upah, sedangkan Surat Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Rl Nomor KEP-81/M/BW/1985 tentang Penetapan Komponen
Kebutuhan Hidup Minimum berkedudukan sebagai lex inferiori. Sehingga
ketentuan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor KEP-
81/M/BW/1995 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 8
tahun 1981 dapat dinyatakan batal demi hukum.

1.2. Kajian Empirik

Walaupun di Indonesia telah dibuat peraturan perundang-undangan
yang secara tegas melarang adanya praktek diskriminasi pengupahan
terhadap buruh perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya,
namun di lapangan masih banyak kita jumpai pengasaha yang melakukan
praktek diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan dan
terhadap pengusaha tersebut pemerintah tidak melakukan tindakan

apapun. Bahkan, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumya,
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PESSNEN dalam hal ot Menter TRnega e, SRt suatu produk
perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dalam menetapkan
komponen kebutuhan hidup minimum (KHM) melalui Surat Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor KEP-81/M/BW/1995 tentang Penetapan
Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

Kondisi tersebut di atas terjadi karena ada beberapa hal penting
yang dilupakan baik dalam proses penetapan upah maupun sampai pada
tahapan pelaksanaan ketentuan mengenai larangan diskriminasi
pengupahan, pertama lemahnya posisi buruh, dalam proses penentuan
kebijakan (decision making) yang ‘berkaitan dengan nasib dan
kesejahteraannya, dalam hal ini yang berkaitan dengan kebijakan
pengupahan. Dan budaya patriarki yang mengakar dalam sistem
kehidupan bermasyarakat sehari-hari menempatkan buruh perempuan
dalam posisi yang lebih lemah lagi. Dari 18 unsur (22 orang anggota) yang
menjadi anggota Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, buruh hanya
mempunyai kekuatan 3 (tiga) orang wakil dan dari 3 orang wakil

tersebut,

kemungkinan masuknya buruh perempuan sebagai wakil
sangat lemah. Sebagai contoh dapat kita lihat dari komposisi keanggotaan
Komisi Pengupahan Kota Surabaya Periode tahun 2000-2001.2' Jumlah

anggota komisi yang berasal dari golongan buruh sebanyak 12 orang dari

* Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonasia Nomor 58 tahun 1969
lentang Pembentukan Dewan Pengupahan Nasional.

?' Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/297/402.01.04/2000 tentang
Pembentukan Komisi Pengupahan Kota Surabaya Periode Tahun 2000-2001.
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SARBUMUSI, DPC SBSI, DPC F-SPTSK, dan DPC SBK) dan jumiah

buruh perempuan dalam komisi hanya sebanyak 1 orang (2,8%) dari 34
orang total anggota (berasal dari DPC SPSI).

Kedua, keberadaan dewan tersebut juga bukan sebagai pengambil
keputusan final, melainkan hanya bertugas memberikan saran dan
pertimbangan saja,” karena yang mengambil keputusan final adalah
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.”® Dalam
hal ini menteri dapat menetapkan UMR yang berbeda dari usulan Dewan
Penelitian Pengupahan Nasional.?* Ketiga, adanya anggapan bahwa
perempuan hanyalah merupakan pencari nafkah tambahan menyebabkan
buruh perempuan mendapatkan tingkat pengupahan yang lebih rendah
daripada buruh laki-laki. Anggapan seperti ini sudah melekat dalam
praktek kehidupan masyarakat dan diakomodir, baik secara sadar maupun
lidak, oleh para pembentuk undang-undang sehingga menghasilkan
produk perundang-undangan yang bias gender.

Keempat, lemahnya law enforcement yang dilakukan pemerintah
terhadap larangan melakukan diskriminasi pengupahan. Pengusaha yang
melanggar ketentuan tersebut hanya dikenai sanksi yang sangat ringan,

yaitu pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-

Z pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/199S
tentang Upah Minimum.

# Ibid, Pasal 4 ayat (1).

* Ibid, Pasal 9.
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adanya tingkat upah yang tergolong rendah dan tidak memenuhi
kebutuhan hidup buruh menyebabkan buruh terpacu untuk melakukan
kerja lembur agar mendapatkan upah yang lebih banyak. Hal ini
menyebabkan buruh kurang mengkaji lebih lanjut kebijakan pemerintah
atau perusahaan yang merugikan mereka.

Kelima hal tersebut merupakan hal-hal penting yang tidak
diperhatikan oleh pemerintah sehingga dalam prakteknya masih kita lihat
adanya pengusaha vyang tetap melakukan praktek diskriminasi
pengupahan terhadap buruh perempuan tanpa dikenai sanksi apapun oleh
pemerintah. Kalau keadaan ini terus berlangsung, maka negara kita tidak

akan pernah berhasil mewujudkan keadilan gender dan mensejajarkan

posisi laki-laki dan perempuan di dalam praktek bernegara.

2. Penyelesaian Hukum_ terhadap Pengqusaha yang Melanggar

Ketentuan Larangan Diskriminasi terhadap Buruh Perempuan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang

Perlindungan Upah

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 telah mengatur
secara tegas bahwa pengusaha dilarang mengadakan diskriminasi dalam
menetapkan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Namun,
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumya, pada prakteknya masih

banyak pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dan melakukan
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pengupahan yang, DeeppRRAKRRA BNVEREH IS RREiGNiB&RIamin laki-laki

dan buruh yang berjenis kelamin perempuan. Pengusaha yang melanggar
ketentuan Pasal 3 tersebut berarti telah melakukan tindak pidana
pelanggaran, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 34.

Terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 tidak hanya memberikan sanksi
pidana saja, namun juga memberikan sanksi yang bersifat administratif.
Sanksi pidana diberikan bertujuan untuk memberikan nestapa
(punishment) terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.
Sedangkan sanksi yang bersifat administratif diberikan dengan tujuan
untuk memperbaiki keadaan dan menghentikan pelanggaran. Dalam
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981, sanksi pidana diatur dalam Pasal
31, sedangkan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Pada
prinsipnya dalam hukum kedua sanksi tersebut dapat diberikan secara
alternatif, dengan memilih salah satu jenis sanksi, atau diberikan secara
kumulatif, dengan menggabungkan kedua jenis sanksi tersebut.
2.1.Penyelesaian Hukum Menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 1981

Sanksi administrasi yang diatur menerut ketentuan Pasal 15 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 menyatakan bahwa :

“‘Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha

mengenai suatu ketentuan yang merugikan buruh dan yang

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini dan atau perafuran perundang-undangan

lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka
buruh berhak menerima pembayaran kembali dari bagian
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upah yang ditahan sebagai erm’tuhw‘%an terhadap upahnya,
dan tidak 'RIPEFBIEATA AR untuk

memenuhi perjanjian.”

Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, apabila di suatu perusahaan
dibuat suatu perjanjian antara buruh dan pengusaha yang isinya mengatur
tingkat pengupahan yang berbeda, dengan didasarkan atas jenis kelamin
buruh, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 dan dinyatakan batal demi hukum.
Kekurangan upah yang seharusnya menjadi hak buruh dan ditahan oleh
pengusaha, sebagai akibat dari pengupahan yang diskriminatif tersebut,
dianggap sebagai utang pengusaha kepada buruh dan wajib dibayarkan
oleh pengusaha.

Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan dan
menghentikan pelanggaran yang terjadi agar tidak terulang kembali.
Dengan diberikannya sanksi ini diharapkan penderitaan para buruh yang
mengalami  diskriminasi pengupahan dapat dipulihkan dengan
mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak mereka.
2.2.Penyelesaian Hukum Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Nomor 8 tahun 1981

Sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut
diatur dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

‘Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 5

ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 8

dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).”
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memberikan nestapa (punishment) terhadap pengusaha yang telah
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3.

Sanksi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) pidana
pokok dan (2) pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari (a) hukuman
mati, (b) hukuman penjara, (c¢) hukuman kurungan, dan (d) hukuman
denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari (a) pencabutan beberapa
hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, dan (c) pengumuman
keputusan hakim.?® Bagi satu jenis kejahatan atau pelanggaran pidana
hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok. Selain hukuman pokok,
dapat pula ditambah dengan salah satu dari hukuman tambahan.?® Oleh
karena itu Pasal 31 tersebut tidak dirumuskan dalam bentuk kumulatif,
melainkan dalam bentuk alternatif, dengan menggunakan kata “atau’.
Sehingga bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut, ada 2
(dua) jenis pilihan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu :

1. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau

2. Pidana denda setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (seratus ribu

rupiah)

Kedua jenis sanksi pidana yang dicantumkan dalam Pasal 31
tersebut sangat ringan apabila dijatuhkan pada pengusaha. Kedua janis

sanksi tersebut juga tidak seimbang dengan penderitaan buruh

* Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

* R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar
Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal’, Politea, Bogor, 1993, hal 36.
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perempuan yang, Rakya T ABYRIRIVERRIFA8A RIKEES, tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Hal ini memungkinkan
pengusaha hanya memeras tenaga mereka dan tujuan para buruh bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi dengan baik.
Ketentuan ini lebih banyak berpihak kepada kepentingan pengusaha
daripada kepentingan buruh.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi
yang diatur dalam Pasal 31 tersebut sangat tidak efektif untuk digunakan
dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi pengupahan terhadap
buruh perempuan. Akan lebih tepat apabila sanksi yang dijatuhkan kepada
pengusaha tidak hanya bertujuan untuk memberikan nestapa
(punishment), tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan/memulihkan
keadaan ke dalam kondisi sebelumnya. Dengan demikian akan lebih
efektif apabila sanksi yang dijatuhkan terhadap pengusaha yang
melakukan diskriminasi pengupahan merupakan sanksi kumulatif antara
sanksi pidana dan sanksi administratif, dan hal tersebut dibenarkan dalam

hukum,

3. Tinjauan Yuridis terhadap Kesepakatan Kerja Bersama P.T.

Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang Gempol Pasuruan

P.T. Indofood Sukses Makmur cabang Pasuruan adalah salah satu
contoh perusahaan yang pengusahanya melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemeriniah No 8 tahun 1981 dengan

SKRIPSI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ... AULIA CHANDRA



T B RARRAR LERLFA UL Reigmpan. Hal i
dapat dilihat dalam kesepakatan kerja bersama (KKB), yang dibuat antara
P.T. Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang Pasuruan dengan Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja P.T. Indofood Sukses Makmur
Tbk.. Dalam KKB tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat
digolongkan sebagai pelanggaran Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8
tahun 1981, antara lain :

1. Pasal 1 angka 5 tentang pengertian pekerja wanita :

a. Wanita yang telah kawin dianggap berstatus lajang.

b. Bagi pekerja wanita yang suaminya tidak mampu lagi bekerja oleh
karena mengalami cacat fisik maupun mental yang dinyatakan
dengan surat dokter, atau berusia lanjut maka anak tersebut
menjadi beban tanggung jawab Pekerja Wanita.

2. Pasal 34 angka 6 : “Bantuan rawat inap diberikan kepada pekerja
wanita apabila yang sakit adalah :

a. Pekerja wanita sendiri.

b. Anak yang menjadi tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 1
ayat 5.b. dan 7.b.

C. Anak pekerja wanita, bila suami pekerja wanita tersebut tidak
memperoleh fasilitas sejenis dari tempat suaminya bekerja.
Seharusnya pengertian ‘pekerja” sudah tercantum dalam Pasal 1

angka 4, yaitu :
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melampaui masa percobaan.”
Pengertian tesebut tidak perlu ditambahkan dengan menetapkan status
lajang pada buruh perempuan yang sudah menikah. Ditetapkannya status
lajang terhadap buruh perempuan yang sudah menikah merupakan salah
satu bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan, karena merupakan
suatu bentuk pembedaan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan
pangakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia,
terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara
laki-laki dan perempuan.?’

Di P.T. Indofood Sukses Makmur terdapat beberapa tunjangan
yang diberikan keluarga buruh, antara lain :
* Jaminan kesehatan yang diatur dalam Pasal 34
* Bantuan kelahiran yang diatur dalam Pasal 35
* Bantuan duka cita yang diatur dalam Pasal 39
* Bantuan suka cita yang diatur dalam Pasal 40

Apabila hanya ketentuan Pasal 1 angka 4 saja buruh laki-laki dan
buruh perempuan yang sudah menikah akan menerima semua tunjangan
keluarga tersebut. Namun, diberlakukannya ketentuan Pasal 1 angka 5

untuk buruh perempuan jelas akan berpengaruh dengan penghasilan yang

*" Definisi diskriminasi menurut Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor
7 tahun 1984. Telah dibahas dalam Bab Il 3.2, hal 26-29.
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menikah dianggap berstatus lajang dan sebagai konsekuensi logisnya
buruh perempuan tidak akan menerima tunjangan keluarga yang
berhubungan dengan anak.

Buruh tersebut hanya dapat menerima tunjangan keluarga yang
berhubungan dengan anak apabila dapat membuktikan bahwa suaminya
tidak mampu lagi bekerja oleh karena mengalami cacat fisik maupun
mental yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter atau suéminya
telah berusia lanjut. Kondisi tersebutlah yang dapat memberikan status
menikah pada buruh perempuan. Dengan kondisi tersebut, maka anak
dari perkawinan buruh perempuan dan suaminya diakui menjadi beban
atau tanggungan buruh wanita, sesuai dengan Pasal 1 angka 5.b. KKB.
Selain itu, anak sah dari seorang buruh perempuan janda yang ditinggal
mati oleh suaminya dan tidak menikah lagi juga diakui sebagai anak
tanggungan buruh perempuan tersebut (Pasal 1 angka 7.b. KKB).

Kondisi tersebut terjadi karena di masyarakat, perempuan bekerja
masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dari keluarga. Hal ini
tentu saja tidak adil bagi buruh perempuan. Seharusnya mereka
mendapatkan tingkat pengupahan yang sama dengan buruh laki-laki untuk
jenis pekerjaan yang sama nilainya, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b
Konvensi Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan

Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, yang telah diratifikasi
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dalam Undang-undang No. 8 tahun 1957, dan Pasal 3 Peraturan
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Pengertian upah menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah
No. 8 tahun 1981 adalah :

“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari Pengusaha kepada

buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau

akan dilakukan, dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk uang

yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan

perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu

perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk
tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun
keluarganya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, upah buruh yang harus mendapatkan
perlindungan dari diskriminasi termasuk upah pokok, tunjangan untuk
buruh, dan tunjangan untuk keluarganya.

Berdasarkan wuraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
pengusaha P.T. Indofood Sukses Makmur telah melakukan diskriminasi
pengupahan terhadap buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama
nilainya dan kesepakatan kerja bersama (KKB) yang dibuat antara P.T.
Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang Pasuruan dengan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja P.T. Indofood Sukses Makmur Tbk.
Bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981
tetang Perlindungan Upah.

Asas “Lex Superiori derogat legi inferiom” yang diadiopsi dalam

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981, menyatakan

bahwa apabila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha
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dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau
peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal
menurut hukum. Oleh karena itu KKB yang berlaku di P.T. Indofood
Sukses Makmur (yang berkedudukan sebagai legi inferiori) yang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 (yang
berkedudukan sebagai lex superior) menjadi batal demi hukum.

Selain itu, pengusaha P.T. Indofood Sukses Makmur yang
melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa :

1. Sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1981, yaitu berkewajiban mengembalikan
kepada buruh pembayaran dari bagian upah yang ditahan sebagai
perhitungan terhadap upahnya selama berlangsungnya diskriminasi
pengupahan tersebut.

2. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 8

tahun 1981, yaitu pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau

denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
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PENUTUP

1. Kesimpulan

1

Perlindungan hukum dalam hal diskriminasi pengupahan terhadap

buruh perempuan di Indonesia dilakukan dengan jalan :

* Meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 1984 dan Konvensi Mengenai Pengupahan yang Sama Bagi
Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang sama
Nilainya dalam Undang-Undang Nomor 80. tahun 1957, dan

* Mengatur ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha untuk
melakukan diskriminasi pengupahan lerhadap buruh
perempuannya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Namun ketentuan ini tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan

di bawahnya, yaitu Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl Nomor

KEP-81/M/BW/1985 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup

Minimum, karena dalam menetapkan komponen Kebutuhan Hidup

Minimum hanya berpedoman pada perhitungan biaya hidup standar

buruh laki-laki lajang dan tidak memperhatikan kebutuhan rutin buruh

perempuan.
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2. Penegakan hiupIeIlRIRRARRIACRNR VRS ALRIFAgRE" Ketentuan

mengenai larangan diskriminasi pengupahan terhadap buruh

perempuan di Indonesia dilakukan dengan :

*« Memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, yang
berupa kewajiban pengusaha untuk mengembalikan pembayaran
upah buruh perempuan yang tertahan sebagai akibat dari tindakan
diskriminasi pengupahan tersebut, dan

* Memberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, yang berupa pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Namun, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 terlalu ringan dan sangat tidak efektif

bila digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi

pengupahan terhadap buruh perempuan. Oleh karena itu diharapkan
aparat penegak hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana saja,
melainkan juga disertai dengan sanksi administrasi. Dijatuhkannya
kedua sanksi tersebut secara kumulatif dirasa lebih adil bagi buruh
yang telah mengalami diskriminasi pengupahan dan bertujuan untuk

memperbaiki keadaan serta menghentikan pelanggaran.

2. Saran
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Sebagal aghir, dan RIARISANURIVBRL NsRDARERT Paikan saran

yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji

permasalahan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan,

antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-81/M/BW/1995
tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum yang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981
tentang Perlindangan Upah harus diganti dengan Surat Keputusan
baru yang memasukkan kebutuhan rutin buruh perempuan dalam
menentukan komponen kebutuhan. Dengan demikian dasar
perhitungan upah tidak hanya didasarkan pada kebutuhan hidup
minimum buruh laki-laki lajang.

2. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak pengusaha yang
melakukan diskriminasi pengupahan terhadap buruh perempuan
dengan menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara
kumulatif agar dapat dirasa lebih adil bagi buruh perempuan yang
telah mengalami diskriminasi pengupahan.

3. Pemerintah harus mempertegas pengawasan terhadap perjanjian
yang dibuat  antara pengusaha dan buruh sebelum
menandatanganinya, apakah perjanjian tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.

4. Akses buruh perempuan dalam kekuasaan dan proses pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan nasib dan kesejahteraannya periu
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diperbesar agar mereka dapat menyalurkan aspirasi merekadan ikut
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
menentukan nasib mereka sendiri,

Demikianlah  catatan terhadap permasalahan diskriminasi

pengupahan terhadap buruh perempuan di Indonesia.
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IR - PERPUré)'l‘i‘/-{:KT,&%F\lz SM\?JR%I AS AIRLANGGA

BUKU

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, edisi I, cet |l, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

-Erman Rajaguguk dkk, R etenagakerjaan : Pantas Meresahkan
Buruh, Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan, Jakarta.

FX. Djumialdji, Selayang Pandang Mengenai ILO, Liberty, Yogyakarta,
1992.

I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum_ Ingaris-Indonesia, cet I, Sinar
Grafika, Jakarta, 1996.

- Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan,
Sidang XVIII (19 Januari -6 Februari 1998), LBH-APIK, Yogyakarta,
1998.

~Nathalie Kaufman Hevener, Perisai__Perempuan : Kesepakatan
Internasional Untuk Perlindungan_Perempuan, cet |, teriemahan
Alex Irwan, LBH APIK, Yogyakarta, 1999

Organisasi Perburuhan Internasional, Menguak Konvensi-Konvensi Inti

ILO Lewat Dialog Sosial : Pengalaman di Indonesia, Jakarta, 1999.

R. Indiarsoro dan MJ. Saptenno, Hukum Perburuhan : Perlindungan
Hukum i Ten Kerja Dalam Progr. minan ial T
Keria, cet |, Karunia, Surabaya, 1996.

R. Soesilo, Kitab Un - Py

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta
Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor,

1993.

PERATURAN
Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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“Undang-undang %‘rﬁgﬁfggﬁ%ﬁﬁ%W%%@l\EAﬁe @r%é‘;’;\la %’L}jaan.

Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on The
Elimination Of Discrimination Againts Women).

Undang-undang No 83 tahun 1957 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Pekerja Laki-laki dan
Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (The Convention
Concerning Equal Renumeration for Men and Women Workers for
Work of Equal Value).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1969 tentang
Pembentukan Dewan Pengupahan Nasional.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah
Minimum,

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 81/M/BW/1995 tentang
Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/297/402.01.04/2000 tentang
Pembentukan Komisi Pengupahan Kota Surabaya Periode Tahun
2000-2001.

+Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human
Rights).

Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(Intemational Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights).

MEDIA MASSA
Harian Suara Pembaharuan, Perempuan Masih _Menjadi Sasaran

Kekerasan, 1 Pebruari 1999.

Jawa Pos, UMR Mojokerto Rp 330.700, 7 Desember 2000.

Tempo, Daerah — Sidoarjo, 4-10 Desember 2000.

SKRIPSI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ... AULIA CHANDRA



LAIN-LAIN
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Armijn Rangkuti dan Doeri, Kebijaksanaan Pemerintah dalam Hal
Pengupahan : Beberapa Ketentuan bagai Dasar Menentukan
Kebijaksanaan Pengupahan, Komisi Penelitian, Pengupahan, dan
Jamsostek DKD Tingkat | Jawa Timur, Makalah yang disampaikan
pada Silaturahmi Kader Golkar 10 Mei 1997.

Divisi Perburuhan, Laporan HAM Perburuhan Surabaya, YLBHI-LBH
Surabaya, 2000.

Hasil diskusi Diskusi dengan buruh perkebunan tembakau PT Tempurejo,
Jember, 28 Maret 2000.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Indofood Sukses Makmur Tbk.
Cabang Gempol Pasuruan dengan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Sektor Rokok, Tembakau, Makanan, dan
Minuman Unit Kerja Indofood Sukses Makmur Tbk. Cabang
Gempol Pasuruan Periode 1999-2000.

LBH-APIK, 12 Bidang Kritis : Sasaran Strateqgi Landasan Aksi Hasil
Konferensi Beijing, LBH-APIK, Jakarta, 1995.

SKRIPSI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ... AULIA CHANDRA



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERS

UPAYA PERLI’NDUNC—LAN HUKUM ..

IVESILPAISATAIN INILIGIA DILIROAAYEA

TAS AIRLANGGA
Antara

I INDOFOOD SUKSES MAKMUR Thk.
Cabang : GEMPOL - PASURUAN

Dengan
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Sektor Rokol, Tembalau, Makanan dan Minuman

Unit Kerja
" 1
I"I. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Thk,
Cubang : GEMP'OL - PASURUAN

PERIODE 1999 - 2001

DEPARTEMENTENAGA KEILUIA ILL
WANTOR WIHLAY AT PROPINSLIAWA TIMUR
JLDURKUITMENANGGAL No. 124-126
SURADAYA 60234
TELE, KIRUTST, KIR02S4, BIVIGA8 FAC, KIKO254

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAL DEPARTEMEN TENAGA KERJA
PROFINST JAWA TIMUR
NO Hep BI4/SIW 1271999

TENTANG
I PENDAFTARAN KI SEPAKATAN KERJA BERSAMA

ANTAIA

PEOINDOFOOD SUKSEFS MAKMUR
Jh RAYA SURABAVAMALANG Km 39,2 PASURUAN

DENGAN

FSPST UNIT KERJA 1", INDOFOOD SUKSES MAKMUR
JLRAVA SURKABAYA-MALANG K, 29-30 PASURUAN,

KEPALA KANTOR WILAYAI DEPMAKIN
PROPINST JAWA TIMUR

Stenombvonge 1 Maliwa bedasarkan Peratucan Pemenniali No 19
Palvun 1954 Kesepakatan kegn Hersama peily
dulaltn pivda Depaticimen Tenaga Keign

D ltahwa berdasarkan surat Kantor Depaitemen
Tenapa berga Pasuruan Noo 13 161AW 120K 4
IO Tanggal ... i o o
telali mengajukan permolionan pendaliaran

. Kesepad atan Kegn Hersamn wntnra
v
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Muengingat

Menctapkan

Pertaina

vi

-

¥S¥sl “Nﬂl-r LR Fin ameatendl | bt g Theasimim LenSelmig ol LA abans DRV ELIERE AR 28
SUKSES MAKMUNR i lakiaya diperpanjang, kedua belah piliak harus
savilnd) apurkan kepada Kepala Kantor Wilayah
lhahwe olgps kurgg g war, pendaliacan melapurkan key .
bl:::p:l.‘:l IK:EEBMM JJJﬁLVERSITAS AIRLANGGA 1 men Tenaga Kerja Proguuss bawa Tion
Ul\‘.‘ldﬂ.ill'klllkelenhllau tersebut puda butir (1) perlu | Ketiga St Keputusan ini disimpukian kepada
ditgtapkun schagaimana tersebut dalam dikium
keputusan di bawah i

I 1T INDOQFOOD SUKSES MAKMUR

2 FSPSI UNIT KERJA PT INDOFOOD

Undung-undang Nu 21 Tahwun 1954 |
o SUKSES MAKMUR,

Persturan Pemenntah Noo 49 tahan 1954,
Reputusan Presiden Noo 44 tahan 1974,
weputsan Presiden Noo 15 taln 1981

Peraturan Mentert Tenags Kega Noo Per 01/ i s b e PR, cmpe.
MEN/IVES |

MUEN/92

Koputusan Menteni Tenaga Keygu Noo Rep 97

MENZIOY AL WPy AREA

i
Peraturan Menteri Tensga Kerja Nu Per 348/ ’
|

T eiuar
BAMULLSBAN

kescpakatan Kerju Uersama antara : Salinan Swiat Keputuspn joi _disampaikan kepada_
ITOINDOFOOD SUKSES MAKMLUIR I Menten Temapa Kega
DIENGAN : 2okt Depantemen Tenaga ke £ Pasinuan

FSPSTURET KERJA T INDOEFOOD SURSES
MAKMIUR

Milan brlaka pada vanggal = 15 - 9 - 19499

sannipan chengan tanggul F 5 T .1
vl
| .
}
! DAFTAIRISI
l
SURAT KEPUTUSAN LANWIL DEPNAKER v
DAFTAR 181 T e Y [t
MUK ADIMALL ; I
Al PENGERTIAN ISTILAN
PASAL Y ARTIASTILAN-ISTILAL 2
¥ BAR 11 LINILIAE
PASAL 2 PIIAK-PIHAK YANG MENGADAKAN
KESEPAKATAN 5 {i
PASAL } LUAS/LINGKUP KESEPAKATAN
KERJA BDERSAMA . - ; 7
IPASAL A PENGARUAN-PENGAKLIAN PENGLISATIA
y DAN SERIKAT PEKERJA X
: nAR 1N ROMITMENT PEKEILIA
: PASAL § 1
!- IPASAL O e B [N
:: PASAL 7 ; I
WAK IV FASLLVEAS DAN JAMINAN AL

SERIKAT PERKEIGIA
PASAL R PENGAKUAN WAKIL-WAKIL SERIRAT

' PEKERJIA _....... . — ; (]
: IPASAL 9 - FASILITAS UNTUR SERIKAT
PERKERIA . ; 1
PASAL 10 HUBLINGAN SERIKAT PEKERIA AN
PENGLUSANA . 18
AL VI PENGANGRATAN, FENEMPPATAN,

PEMINDAHAN DAN PROMOSE PERFRJA

PASAL 11 16
i
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- LARANGAN .. .. 21
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PELANGGARAN

IPASAL 1S
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PASAL 17 VINUDAKAN DISIPLIN o ol
PASAL I8 PEMUBERIAN SANKSI/FERINGATAN ... 25
PASAL 19 KESALAHANPELANGGARAN DENGAN

SURAT FERINGATAN | . i 7

IPASAL 20 KESALANANPELANGGARAN DENGAN

SURAT PLERINGATAN 1 27

DALAM STATUS TAILANAN
IPASAL S0 TR, 3§ 59
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|
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SENDIRI 31
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|
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PASAL 30 MENINGLGALKAN PERLERIAAN 52
BAN X1 WESELEMATAN DAN KESEIATAN KEIUA
PASAL 81 RESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERIA e siadiviay W
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PASAL 12 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 39
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TENAGA KERIA . . N
PASAL M JAMINAN KESEHATAN 10
PASAL 35 BANTUAN KELAHIRAN . . .. 42
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PASAL 36
PASAL 1
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PASAL 19 BANTUAN DUKA CITA . .. . 15
PASAL 0 BANTUAN SURA CITA . b
PASAL 41 TUNJANGAN HARITUA . a7
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PASAL 41 0 TEMPAT IBADAN i v, 48
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nal X1 U HARD LIBLIULIIN MENINCGOGATRKAN

PPEREIJAAN
CUTETABUNAN oaamemie o s
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PASAL A0

I'ANAL 47

IPASAL AR

Al

WESEPARNTAN KEIRJA BERSAMA

MUKADIMAIL

Tujuan utama disclenggarakannya Kesepakitan
Kerja Dersama adalah terwujudnya suatu Hubungan In-
dustrial yang harmonis, mantap dan bertangguny juwab
antara Pengusahia dan para Pekerja, yang dijiwai oleh nilai-
nilai tuhor Pancasila dan Unding-undang Dasar 1945,

Kesepakatan Kerja DBersama  scecara  tegas
menentukan syarat-syarat kerja, jaminan sosial, hak dan
kewajiban Pengusaha, Serikat Pekerja dan Para ekerja
demi kelangsungan usaha,

Hal tersebut diatas selaras dengan misi Pengusiahia
yaitn memberi rasa aman dan kepastian  guna
meningkatkan mutu hidup dan tingkat kehidupan Pekerja,
Pelanggan kita serta para Pemegang Saham.

Dengan Kesepakatan Kerja Bersama im diyakim
balwa Pengusaha bersama-sama dengan Serikal Pekerjn
beserta seluruh pekerja dari segala lapisan, akan berupaya
dengan sungguh-sungguh meningkatkan mutu
pelaksannan Hubungan Industrial Pancasila dalam
lingkungan Perusahaan dalam segala bentuk agar tercapai
peningkatan produksi dan produktifitas yany pada
gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan Pekerja.

Berlandaskan pada sikap snliﬁg menghormati dan
saling mempercayai maka dirumuskan Kesepakatan Kerja
Nersama ini scbagaimana tertuang dalam pasal-pasal di

hawah ini,



rasal 1
ATTISTILA-ISTILAL
1. PERUSAHAAN )
Adaluh T Indofood Sukses Makmus, Ibk. ivisi
Food Ingredient Cabang Gempol = Pasuruan yang
beralamat di JI Raya Surubaya Malung Km 39,2
Keematan Gempol = Kabupaten Pusuruan.

2 PIMPINAN .
Adalah Pimpiin ¢ karyswin padigolongan - tertentu
yang diseraln hepercayaan dan wewenang untuk

mengatur porusaliaan.

-

SERIKAT PERERIA S

Adalal Organisasi resini serikal pekerja di 171 Indolvod
Sukses Makmur Tok Gempol yaitu Federasi Serikat
Peheija Selurull Indonesia dengan nomor akle @ Nu.
KER 27/K W1 2K DIRTMM/98.4

4. MEKERJA

Adalul setiap pria aluu wunita yang mengadukan
Lubungan kerja untuk wakio tidak tlertentu dengun
Perusahaan dan telah melampaui masa percobaiin,

§. PEKERJA WANITA ¢
o Wanita yang teluh kawin dianggap berstatus lajang,
b. Dagi pekerju wanils yang suaminya tidak mampu
lagi bekerja oleh karena mengalymi cacat phisik
maupun mental yang dinyatakan dengan Surul
Keteraigan dokter, atau berusia Lanjut maky unak

menghasilkin standar husil kerja yang diberikan kepada
nyu.

1L KERIA LEMBUR ;
Peberjuan yang dilukukan selebilnya duri 7 (tujull) jum
Lerja sehari |, selebilinya 40 jam seminggu atuu bekerja
puds hari Libue £ istirahat mingguan atas perintah
perusabiaan atau L rays resmi

12, JAM LEMBUR
Wiktu peberju benwr « benur melakukun kerja lembur,
Wakiu kerja lanbur 15 menit dibulatkan menjudi 172
jum dan kurang duri 15 menit tidak diperhitungkaa,

13.ISTIRAHAT MINGGUAN :
Hari Minggu aiau hari yang telal dijadualkan untuk
istirahut ingguan,

14, HART RAYA / LIBUR
Hari - hari libur yang ditetapkan oleh
Cg Departemen Aguma

Pemerintah RI

15, PERATURAN & PERUNDANG - UNDANGAN
Sumber hukum ketenagakerjuan yang terdiri dari
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Maenteri, Presiden, Instruksi Presiden,
Keputusan Menteri dun Peraturan / Kepulusan
Pemerintah,

Keputusun

16, PERATURA™ PERUSAIAAN
Ketentuan  ctentuan dolam Kescpukatan Kerja
Bersama, 1 Tertib Perusahaan, Standard Pructice
Standard i .edur Kerja , Tata Tertib Pabrik , Good
Maunufucturing Practice, Petunjuk Pelaksanaon Pasal-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS'
| )
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7. ANAK : (!
“*T i ah dan masih menjadi tanggung
uwthIRcL'\:qn gﬁgbcrmngkulm serta terdaflar pada
Perusahaan  dengan ketentuan @

a, Anak angkat
Pengadilan,

b. Anak - anak yang sah dari scorang Pekerja wanita
janda yang ditinggal mati oleh suaminya dapat
dinnpgap sebagai anok langgungan Pekerjn wanita
tersehut selama pekerja tsb tidak kawin Ingi.

yang dikuatkan oleh Putusan

. ¢ Anak yang mendapal tunjangan adalah anak
: Pertama, Kedua dan Ketiga yang sah , belun kawin,
. dibawah umug 21 tahun  dan tidak berpenghasilan
< sendini atau masih sckolah,

VK ALILL WARIS ¢

d Istri / Suami atau anak yang sah atau pihak yang
ditunjuk menurut hukum untuk menerima warisan,

), HARIKEIJA
Jadual hari kerju se hari-hari dengan jangka wakiu
begjatan dari jam 07.00 s/d 07.00 hari berikulnya yang
diberlakukan dengan berpedoman pada perundang -
andangan yang berlaku,

10. JAM KERJA : Wakiu yang ditetapkan kepada Pekerja

untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan inggung
juwab  yang  dibebankan  kepadanyn, untuk

pasal KKV dan lnternal Memorandum dar onpinan
Perusalian,

17, SURAT PERINGATAN
Adalal suatu surat resii yang dikelunrkan vlch
Perusahaan, karena adanya tindakan indisipliner atou
perhuatan - perhuatan yang melingpar ketentunn-
\ ketentuan Peraturan Perundangan ataupun Peraturan
PPerusahaan.

'|
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PUHIAK - FHIAK YANG MENGSOAKAN
Ix lﬁ.‘il'il'.—\ KATAN

BERSAMA

. Telalh menjadi kesepakatan antara Pengusaha dan

R PERPUSTAKAAN UNIVERSlTﬂ#LNI%ﬂAﬂPé@Xa Kesepakatan Kerjn Bersmma ini

Kesepakatan Keja Bersama ini disdkan antora ;
"I tudulood Subses Makuur, 'Thk
Cabung Gempol = Pasuruan

yang berhaor il Raya Surabaya Malung K 39, 2
Gempol = Pasunun

selunjutnyi disebut PENGUSALIA
dengan

Serikat Pelerju UMM Federasi Serilat Pebierja
Selurub Indunesia Unit Kerju 1T Indofood Sukses
Makmur, bk
Cubang Gempol = Pasurvan Yang terdaltur pada
Departement Tenaga Kerju dengan Surat Keputusan
Kantor Departemen “lenaga Kerja Kabupaten /
Kotamadys Pasuruan NOKEP 27/ KW 12 =KD 4/
RUMM 798 dterianppal 28 JULL 190K | yang mewakili
angpotia-anggotanya i pabink, Kaotor penjualan distiik,
dan diselurah wiluyali Keja Perusalian
Cabang Gempol = Pasuruan

yang sclunjutnya disebut SERIKAT PEKERJA,

I'ASAL 4
PENGAKUAN-PENGARKUAN PENGUSATIA DAN
SERIKATPERKEIUA
Lo Dengan mempeiluatiban bal-hal yang secua jelas diutu
dalam Kescpahatan Kerja Dersama ini berserts
peraturan-peratwian Pemernintah yang berlaku , maka
di sepabati baliwa ¢
a. Pengeloluan julannys operusi Perusabiuan Jdan
pengawasunnys, serla pengaturun pekerja dan
sumberdiya perusahaan adulah merupakan huk
Penguriha sepenubinya,

b. Dulam hal upaya pengembangon perusahaun
muupun Pekerja maka Serikat Pekerju akun ikul
membantu guna wereapainyy (ujuan pengembangan
tersebut,

2. Serikat Pekerja mempunyai hak dan berfungsi

4. Sebagai penyalur aspirasi kolekiifl angpotanya
dalam upaya perlindungan dan keselamatan kerja
serta peningkatan kescjahieraan Pekerja,

b. Schagai penuschar di bidung ketenaga kerjaan bugi
angpoty yang memerlukannya,

¢ Schagai motivator usaha peningkatan produktitits
herja dan pirtisipasi keja,

Jo Sebagai unsur pemantap ketenangan usuha dan
ketenangan ke di Perusahaan,

3. Pengusabia mengakui antura lain

a. Buhwa scorang Pekerja berhak menjadi anppota

Serikat 'ekerja ¥

terbatas Tingkupnya dan hanya berlaku terhadap hal -
hal yang vmum saja,

o Peraturan imbahan yang bersilat lokal berupa

petunjuk pelaksanaan Pasal demi P'asal KKD ini,
scpanjang tidak bertentangan dengan isi dan jiwa
Kesepakatan Kerja Bersama ini dapat diadakan antira
wakil Pengusaha dan Serikat Pekerja

Bagi Pekerja kontrik dan borongan lepas, diatur dalum
ketentuan khusus dengan memperhatikan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-02/MEN/1993
tentang pengaturnn Kesepakatun Kerja untuk Wakiu
Tertentu,

« Scluma masa berlakunya Kesepakatan Kerja Dersama

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ...

ini:

a. Pengusaha , Serikat Pekerja beserta anggotanya
seears sadar, beritikad baik dan bertanggung jawab
akim melaksanakan isi Kesepakatan Kerja Dersima
ini baik yang teesurnt maupun tersirat,

b Pengusalia dan Serikat Pekerja dapat membual
perselujuan-persetujuan bersama secarn musyu-
warah dan mufakal, sepanjang tidak bertentangan
dengon isi Kesepakatan Kerjo Dersama ini dan
eraturan Perundangan Ketenagakerjaan |

b. Bahwa pengupahan yang layak, jaminun sosial
yang baik serta adanya kesempatan untuk maju bagi
para P'ekerja tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan , akan mendorong lercapainya
produktifitas kerja yang tinggi dian masa kerja yang
relatifl lama,

c. Dahwa keamanan , keselamatan dan ketentraman
kerja sangat dibutuhkan para Pekerja,

d. Bahwa keluhan Pekerja akan mendapat perhatian
yang semestinya dan penyelesainn yang ndil dan
memadai,

4, Serikt Pekerju mengnkui antara lnin :

u. Bahwa pengelolaan kegiatan unit usaha Perusahinan,
adalah hak penuh dari Pengusaha,

h. Buhwa  Pefhusaha don Pimpinan  herhiak
mengembangkan dan menerapkan sistim dan
prosedur manajemen untuk mengatur pengelulaan
Perusahaan demi tercapainya tujuan Perusahaan,

¢. Dahwa Pengusaha mempunyai hak memberi perintah
kerja dan meminta daya kerja yang layak duri seorang
Pekerja.

d. Bahwa  usaha-usaha  peningkatan  dan
mengamankan Perusahaan dalam berbagai aspeknya
akan mendapat perhatian dan dukungan dari semua
pilak di lingkungan perusahaan demi kesejuhiteraan
bersama,

. Pekerja mengakui bahwa scgila sesualu yang
dikerjiakan dan dihasilkan oleh Pekerja sclama dalam
rangka hubungan kerja dengan Perusahinan, adalal
menjadi milik Pengusaha.

-
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bomitmen sebagdl beribut

I. Pekerjo senantiasa meluksunukan pekerjaun secara
Lertanggung’ juwab, penub dedikasi dun selulu
berikhtiar untuk bekerja hari ini lebih baik dari bari
kemarin dan huri esok lebib baik dari hari ini.

Peherja senntiass menyadani bahiwa kerja merupakun
tugas dun pengubdian di dalam hidup bermausyarakat,
berbungsy dan bernegara,

o

3. Sesums Peherju saling menghargai dan saling
menghormati untuk menciptukan persatuun dan
Lesatuan serta kesetiukawanan dalam menjalankan
tugas - lugas kekaryaunnya,

4. Dalam wmenghadapi masalah bersima , Pekerja akun
lebih mengutwnukan julun musyawarah dan mutukat.

S Pekera akan senantivsy meocintai dan menghargai
pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal , mampu
menjuga kescimbangnn untara hak dun kewajibannya,
berwatak jujur dan adil schinggy mawnpu meningkatkan
kesejahteraan hidup Pekerja.

6. Pekerja ahan senwitiusa berupaya mengutamakan budi
lubur mengembangkan sikap yang bertanggung juwab
atas dasar ikut memiliki, rusa ikut burfinggung juwab
dan mawas diri,

keamananny u sesual dengan persyangin,
4. Peherju senantiasa mematuhi petunjuk dun proses kerja
agar menghasilkan produk sesuai persyaratan |

5. Pekerja senantiasa berupaya mencegah adanya produk
yang tidak sesuuai persyaratan,

- By B A
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ITUDUNERN 11uuau 8 & sewweee— = —ooon -
dan kelangsungan Perusahaan maupun’ untuk
meningkatkan kescjahteraan Pekerja,

PASAL 6

Dalam rangka mengembangkan falsafuh dan budoya

pernsabaan maka Pekerja mempunyai kowinmen sehagai

berikut

1. Pekerja bertckad untuk mempelajari, memahami dan
mengamalkan CONSISTENT dalamn pelaksanaan tugas
dan pekerjaan schari-hari,

2. Mendukung sctiap usaha dan kegiatan Perusahinan

dalam rangka menyebarluaskan pengamalan CONSIS-
TENT di lingkungan perusahaan.

PASAL 7

Sehagai Pekerja i Perusahaan yang bergerak di bidang
industen makanan, makn setinp Pekerja mempunyi
komitmen sehagai berikut :

1. PPekerja senantinsa menjaga kesehatan lisik dan mental
serta berperiluku sehat untuk memenuhi syarat dalam
proses produksi dan distribusi produk pangan,

2. Pekerja senantinsa menjuga scluruh alat-alat dan
hahan-bahan yang berhubungan dengan proses

produksi dan distribusi agar senantiasa memenuhi
persyaratan yang sudah ditetapkan.

3. Pekerja senantinsa menjaga dan memelihara lingkungan
kerjn agar terjmnin kebersihan dan keschalan serin

1

BAB.IV
FASILITAS DAN JAMINAN BAGI SERIKAT
PEKEIUA
PASAL B
PENGAKUAN WAKIL-WAKIL SERIKAT I'EKERIA
Pengusaha mengakui Serikat Pekerja sebagai organisasi

yang mewakili angota-anggolanya yang mempunyni
hubungan kerja secara tetap dengan Perusahaan,

I'ekerjn yang duduk dalam Kepengurusan (Fungsionaris)

Serikat Pekerja diberikan jaminan :

I. Tidak mendaput tekanan dari Pengusaha |, baoik
langsung maupun tidak langsung.

L

Tidak mendapat perlakuan diskriminatifl serta tindakan-
tindakan pembalasan yang di sebabkan karena
menjalankan tugasnya sebagai Fungsionaris  Serikat
Pekerja.
PASAL 9
FASILITAS IINTUK SERIKAT PEKEIUIA

PPada dasarnya , Pengusaha memberikan fasilitas untuk
Scrikat Pekerja sesuai dengan kemampuan Perusnhaun
dengan mempertimbangkan peruntukannya dengan tetap
menghargai independensi Serikat Pekerja dalam mengatur
urusan intern organisasi Pekerja.

Fasilitas dan dispensasi yang diberikan Perusahaan adalah
untuk hal-hal yang berhubungan dengan organisasi yaitu
Scrikat Pekerja sebagaimana dimaksud di dalam KK13 ini.

13
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organisusi sesuai Jengan kenanpuannys.
1. Pengusubia memberikan dispeusasi , fusilitas dun upuh

profesionalisine Qrganisas: reasye

penull hepuda IR PERPUSTARRAN URERSITAS AIRLANGGA

anggotanya yang ditunjuk untuk mengikull seminar
kongres , pendidibun / pertemuan berkula yung
diselenggarahan Scrikut Pekerja ataupun Pemerintah,
Dispensasi diberilan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan peker) annya selaku Pekerja,

-

Pengusahmemberihan waktu kepada Pimpinan Serikal

Peherja untus membicaraka hal-hal yang berhubungan

dengan pengembangan organisasi serta musalah

Lolecags voriszn di linghungan Perusahaan

3} Pengusshs miendedisban  ruangan beserta
perlenghapan seperhumya bagh kepentingan Sekretariat
Serikut Pekerna,

4 Pengusihis memberhan Fisilias dun dispensasi kepada

Piinpinan Scrikat Pokerja apabila dipanggil oleh lustansi

Pemerintah , Lembaga Pemerintah atapun perangkat

Dewsn Pimpiannya , karena urusin ketenaga ke,

5. Pengusalia memberikan Lasilitas hepuda Serikat Pekerja
untuk memasung Papan Pengumuman sebagai surana
/ media komunikasi dengan angota-anggolanyi.

4 Pengusuha melubukan pemotongan iuran terhadap
angguly Serikil Peherji sesugi peratnrian yang suli
dikeluarhan olel Pemerintal (Penmenaher No.04/1990
Mengenai Pemotongan iuran / Check oll' System ),

HAlL V
PENGANGRATAN  PENENMPATAN, PEMINDAIIAN
DANPROMOSI PERERJA
PASAL 11

1. Demi tercapainya tujuun dan sasuran Perusahaan,
setiap Pekerja mengakui sepenuhnya hak Pengusaha
untuk mengatur, menctaphun dan mengembungkun
organisasi P'erusahaan,

2. Demi luncawnya kegintan Perusabaan |, Serikut Pekerja
mengukui hak Pengusaha dalam penerimaun Pekerja
buru, pencntuan serta pembagian pekerjaan |, pengang
katan, pemindahan Fekerja dun tindakan demosi (
penurunwn jabatin ) sesuai dengan asas dan prosedur
aty personalia yang schat,

3. Dalum hul pengistan lowongun jubatun maupun
tindakan promosi, pada dasarnya Pengusaha akan
mengulamshan penganghatan / pemindaban Pekerja
duri dalam Pecusabioan dengan myemperhatikan
hemumpuan dan kecahapan Pekerji , st persyuratan
Jabatan sesuai kelutuban organisasi,

40 Dalam hal wigadi penentaan tugas dan pekerjoan sena
pemiinduban Pekerja | Pengusahia akan memperhatiking
herumpuan dan kecapakan Pekerja |, serta persyaratan
Jubatan sesusi hebutuhan organisasi. o

5 Peherja yang tiduk melaksanakan  Kkeputusan
perusahivan tentang penentuan gas dan pemindahan
jabatan tanpa alasan yang bisa diterima pimpingn
perusahaan dinyatahan schaga menolak perintah kerja
din oleh Kena itu merapakan tndaban pelanggacn,

PASAL 10

IIUBUNGAN SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAIIA

Pengusahia dan Serikat Pekerja bersepakat baliwa

1. Saling menghargai hak dan kewenangun masing-
masing piliak urpk mengatur dan mengelola organisasi
masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern
masing-masing.

Mengembangha- Sistem Bipartit sebagy susty wadah
herjasama yang bersifat konsultatif dan homunikatif
scenra berkala untuk kepentingan bersmna |

3. Dalam hal terdapat masalah kelenaga kerjaan . maka
akan dibahas terlebih dahulu secara musyawarah dalam
pertemuan khusus Bipartit agar dapat diselesaikan
sceepainya dan denpan sebaik - baiknya,

4, Dalam hal perbedaan pendapat dan tidak dapat
diselesaikan , maka masalah yang menjudi perselisihan
itu dapat diteruskan kepada Departemen Tenaga Kerja
setempal sesuai dengan prosedur UU No. 22 / 1957,

PASAL 12
FENGGOLONGAN FEKERJA
Nerdasarkan  sistim  manajemen  organisasi  dan

kepersonaliaan yang diterapkan oleh Perusahaan_pada

saal ini Pekerja dopat dibagi dalam dua kelompok :
1. Pekerja Operatif : Golongan Jabatan 3 s/d 10

2. P'ekerja Penunjang (Stall) ¢ Golongan Jabatan 11 &/d 13



I'ASAL 13
WAKTU KEILIA

1. Schubungan dcngan kebutuhan peKerjaan isiivien |
Pekerja dapat diminta untuk tugas kerja bergilir,

I. Pengusaha dan Sc:iL%-Igﬁﬁ?u§I¢%MIWIVERSITA§ Aﬁ%MIir dan jam kerja istirahat akan dintur

waktu kerja adalah wakiu untuk menyelesaikan tugas
dan pekerjaan sesuai dengon lata cara dun s_mndwq
hasil yang ditetupkan oleh purusuha;m dan diketahui
oleh pekerja.

2. Wakiu kerju pada umiiimnya adululll 6 ( chan ) hari
semingyn dengan jumlah jam kerja 7 jam schari dan 40
(empat pulun ) jan seminggu , ym:g_dniukuku‘.n dulam
dinas normal atwupun bergilir ( shilt), Bugi kuulun"
pabrik/bagian yung bekerjo atas dusas 5 (lima)  hari
Lerju seminggu , maka tisp harinys bekerja 8 (delupan)
jam kerja,

3. Untuk jenis-jenis peherjuun dun lokasi kerja lertentu
seperti pekerjuun bagian penjualan /pembeliun muky
pekerja  bertangpung  jawab  untuk mengatur
pemanfustan wukiu kerja agar dapat mencapai standurt
basil kerju yang ditctapkan dengan ?ckuralxg-
kurangnya memenuhi standurt wakiu kerja tersebul
pada ayut 2 (dua),

4. Adalub menjadi tanggung jawab Pekerja 'scndin .
upabila oleh hwrena kemampuan dun Lcumu;]ll‘m serla
kemauan kejanya schingga untuk mencapu sll;uudunl
hasil kerju memerlukwn wakiu melebihi waktu kerja yang
ditetapkan tersebut,

6. Pekerju wayib untuk memberikun hasil keanys kepada
alasan dengan sebaik-buiknya sesuai dengan yang
digngikin oo wepar wakiu,

7. Pekerja wajib mematubi dun inclaksanakan prosedur
kerja yang diberikan oleh perusahaan,

K Pekerju dulwn menjulankun pekerjaunnya wajib untuk
mentapti ketentuun dalum KK, Tuta ‘Tertib Pabrik,
Standurt Pructice, Standart Prosedur Kerjw/Petunjuk
Pelaksanaan dan lnternsl Memorandum, ’

Y. Fekerja waiib bersikup sopan , wajar dan jujur terhadap
alasannya.

10. Pekerja wujib untuk mematuhi Jan melaksanukan nonna
berju yang telah ditetupkan dalam Good Manufuctur-
ing Pructice (GMP),

Hekera wajib untub meniaka dan merawat slut-alit kerja
sesuui dengan pekerguannys dun menyimpan kembali
pady wmpat yang sudah ditentukan,

12.5¢tiup Pekerja wajib untuk menjoga keamanan
ketertiban di lingkungan herjanya masing - musing,

—

CSetiup Peberja wajibowmengnindari hal <lal yung
berbubungan dengan kebakaran alau
ledukun,pencurian kehilungun dan perusakan serta
perkelabian antar sesama karyawan,

1. Peherja wijib untuk mienjaga citra perusuhiaan dengan
beninduk dun berperilaku positif,

20
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dalam aturan kerja tersendiri yang diumuu‘\k:m oleh
Perusahaan sesuai dengan kondisi dan situasi setempat
dengan lctap berpedoman pada peraturan  perundang-
undangan yang berlaku, :

3, Dagi pekerja yang melayani mesin, pekerja satuan
pengamanan dan jenis pekerjaan tertentu wikiu
istirnhatnya dilukukan secara bergilir.

PASAL 15
TATA TERTIB KFRJA

I, Pekerja wajib untuk hadir di tempat kerju sesuai wiktu
kerja yang telah diletapkan,

2. Pekerjn wajih untuk mengisl kartu hadir atau
melaksanakan prosedur absensi pada sanl n.msuk dan
pulang kerjn sesuai dengan yang ditetapkan
PPerusahaan,

3. Pekerja wajib untuk memakai identitas diri selama
herada di kantor, pabrik, gudang ( dalam lingkungan
Ierusalinan ) sclama jam kerja .

4. Pekerju wajib untuk memakai pakaian kerja selama
melakukan pekerjaan,

5. Pckerja wajib untuk menjalankan tugas sesuai dengan
yanp ditentukan oleh Perusahaan,
v

PASAL 16
LARANGAN-LARANGAN
P'ekerja dilarang keras melakukan hal-hal yang dapat

merugikan Perusahinan |, sesama I'ekerja dan orang lain
schagaimana berikut ini ;

I Tidur dalam jargXerja,

5

Selama menjolankan tugas atau dalam wakiy kerja
membunt kegnduhan , mengobrol . berteriak (i
lingkungan Perusahaan schingga mengpanggu
ketenangan kerja,

kad

Mengganggu kelenangan atasan , bawahan dan
sesama  pekerjn di lingkungan pekerjannnya |

A Dertindak lalal atau cerobol dalun menggunakan alal
sarana kerja baik tanpa sengaja maupun disengaja
sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan dan
kecelakaan kerja baik bagi teman sckerja maupun
dengan perusahaan,

5

- Membawy senjala tajam yang bukan alat kerja atay
senjata api dilingkungan perusahaan,

6. Melakukan perjudian,
7. Melakukan tindakan asusila,
R Mcrokok ditempat terlarang,

Berkelahi dengan atasan, bawahan, sesama pekerja
manpun tamu dan pelanggan.

10. Melakukan kegistan bisnis di lingkungan kerja utau di
luar lingkungan kerja yang mempunyai dampak

21
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P Menggunakan Tasihitas perusiiaun untuk kepentingan
pribadi tanpa scijin Phnpinan ata Perusaluan.

SANKSI-SANKSI TERHADAFP FELANGUAIRAN
PASAL 17

12 Menyalabigun bR PERPUSTAKAAN' UNIVERSITAS AIRLANGGA TINDAKAN DISIPLIN

tjaan dan kepentingan pribadi,

13 Melubhuban perbuitan atau tindakun dengan
mengatusnamakan Perusabaan untuk manflaat dan
tujuan pribadi

14, Melakukan perbuatun 'nurupai_ wenerima imbalan,
hadish atw komisi dari pibak ketiga yang merugikan
Perusahaun,

15, Menghusul rekan scherja maupun orang lain untuk
melakukin tindahan atau perbuatan yung bisa
merugikan Perusahiim,

1o, Meughing Pimpinan, Atesan , Bawalion |, dun slou
seswna rekan kerju.

17, Memberi hetermngon palsu ataw menyebarluaskan
berita yung tdak benar yag merugiban Perusahaan
dun mitra kerja perusahaan,

18 Melakukan tindakan yung bisa difriikan sebagai
pentaksinn hehendak bepada Perusalimn atia sesama
Ieherju.

19 Melukukan  perbumansperbuatan  yang  dapat

encemarkan mann baik Perusahiaan

Lo Perusabiaan maupun Serikat Pekerjn menyadari
sepenuhnya perlu adanya pencgakan disiplin kerja
olch karena itu terhadap setiap pelanggaran yang
dilakukan olch pekerja atas peraturan yang telal dintur
didalam KKD, dapat diberi peringatan/Sanksi,

2. Peringatan atau sanksi yang diberikan kepuda pekerja
merupakan usaha untuk mendidik dan mengarahikan
kepada tindakan dan perbaikan tingkah laku pekerja.

3. Jenis sanksi terhadap tindakan indisipliner diperinci
schagai berikut :

A Peringatin Lisan ¢
dilakukan oleh atasan pekerja untuk pelanggaran
pekerjaan yang bersifat umum dan ringan,

he Surat Peringatan Tertulis ; dilakukan olel Personalin
atas permintaan atasan pekerjn untuk pelanggaran
yang bersifat khusus , yakni dengan urutan :

- Surat Peringatan |
= Sueat Peringatan 11
= Surat Peringatan 11 (terakhir)
¢. Pembebasan Tugas
d. Pemutusan Hubungan Kerja (P1IK)

4. Sanksi tindakin indisipliner tidak harus diberikan

menurnul wrutannya tetapi berdasarkan berat ringannya
pelanggaran yang dilakukan,

23
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C Lamanya jangha wuktu Surat Peringatun tergantung
berat ringannya  pelunggaran yang dilakukan, Bila
pada mausa tersebut yang bersangkutan melukukun
pelanggaran lagi  maka daput dikenakan tindakun /
sanksi yung lebih berat,

6. Setiap Surat Peringatin yang diterbitkan tembusannya
dikirimkin he PUK - FSPSL

T Pimpinan Perusahuon dapat memperpendek masy
berlakunys Surat Peringatan tertentu kepada Pekerja
jika pekerja tersebut menunjukkan perbaikan tindakun
maupun prestosi diniliad positils sebelum berakhin masa
berlakunys Surat Peringatan,

§  Perusabian dapat menctaphan sanksi ganti rugi berupa
wang  atas perbuatan Karyawan yang menycbabkan
hilung st rusakoy:a aset milik perusahaan, Dalam hal
demikian maka besarnya ganti rugi Jan  tatacary
pembayuran dietaphan melalui pembicaraan secary
Bipaitite wintara Pekerju yang bersanghutan yang di
dampiugi PUK - FSPST dan Perusahaun, Uang ganti
nugi tersebut sepenuhnya milik perusahaan, Ketentuan
pelaksunuannys ukan diatur secura khusus,

9. Ketentuan-hetentin wontang sanksi sebagaimana
maksud diatas merupakan sanksi dalam kerangka
hubungan kerga dun tdak mengurangi hak pengusaha
untuk melahukan tundakun hukum lninnyas sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ...

PASAL 18
PEMBERIAN SANKSI/ PERINGATAN
Dalam hul memberikan peringatan terulis atau sanksi

kepada pekerja perusahaan akan mcmpcnunbmabkan hal-
hal sebagai berikut :

I. Beratringan kesalahan perbuatan pelanggaran yang
dilakukan,

2. Kerugian /akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran
terschut,

3. Pernab atau tidak pernah melakukan pels angparan
tersehut,

A Faktor-faktor yang mempengaruli terjadinya kesalahan
pelanggaran (modus operandi).

5. Adanya unsur direncanakan/tidak direncanakan
tentang pelangparan tersebult,
0. Uratan dan cara melakukan pelanggaran, L

PASAL 19 _
KESALAHAN/ PELANGGARAN DENGAN SANIKSI
SURAT PERINGATANI

Perusahaan akan memberikan Surat Peringatan Pertama
kepada Pekerja yang melakukan perbuatan scbagaimana
terschut di bawah ini atau perbuatan lain yang sctingkat :

I. Mangkir selama 1 ( satu ) hari kerja,
2. Nckuma jan kerja meninggalkan tempat kerja tanpa ijin
- 2
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meskipun sidall JIDer peringatdan usdail vicil atasai
Langsung

12. Sclama menjeankan tugas mtau dalam wakiy kerja
membuar kegaduhan , mengobrol , berleriak di

3 Tiduk menunjukkan MSylﬁﬁlﬁﬁHm&%NuﬂNIVERSITAS AIBTJ*N,G‘@A Perusahaan sehingga mengganggu

sudah diberikan peringatan lisan o ARSI,

A Ddak menpgunaban pukaiun kerjo yung sudah
diberikan oleh perusahuan puda waktn melakukan
pekerjaan tinpa slasan yung bisa diterima,

S Terlambat dutang / masuk kerja dari wakiu yang
Jitentekan tanpa ijin atusan scbanysh banyaknys 5
(luna) kati Mlan sebulan meskipun sudah diberikan
peringatin lisan oleh atsan Langsung,

6o Pulang el awal dari waktu yang ditentukan tanpa
i atasan meskipun sudah diberikan Peringatan lisun
aleh atusan Lingsung,

T Ndak memekan alat Keselinmatan dian Keselutan Kerja
yang telah ditentuhan pada wakiu melakukun pekerjaan
meskipun sudah sering diperingatkan secura lisan oleh
atasan lungsungnys,

8. Tiduk cukap dulam melukukan pekerjaoan meskipun
sudah mendapat pelatiluu kenyu dani perusahaan dulun
hurun witkta yang mwnadii,

9 idak menatalin Tata tertib Kerja seperti pada pasal 15
watlaupun sudali ditngathan melalui penyuluhan |
bimbingun dan penataran,

10 Melalaikan anggpoog jawab sebagaimang ditetapkan
puda pasal 5, 6 dun 7.

poongatan deagan melakukan lagi kesalahan
pelangparan yang dupat Jiberikan peningatan 1,
PPASAL 21
KESALANAN/ PELANGCGARAN DENGAN SANKSI
SURAT PEIRINGATAN HI(VEIRAKTITR)
Perusahaan akan memberikwn Surat Peringuaan I (terakhir)
bepada Pekerju yang melakukan perbuatan seboguimana
wersebut di bawah i ataa pesbuatan ain yang setinghat,
I Manghic selamg 4 (empat) hari berturut-turat atau §

(hima ) b Cerja tidak benuna-turat dalam sebulan /30
hari kerja,

L

Melalaikan kewapiban yung menjudi tanggung juwab
dun mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan
perusahaan atan mengakibatkan kecelakaan pada or-
ang lain

3. Dengan sengaja memindahkan atau menJimpan biang
mulik perusabiaun sebagai usaha untuk pencurian utay
penppelapan.

4. Merokok pada temput young diberi wundu dilurung
merohok, kecuali Kantin dan-pos satpam depan,

S Dengan sengapas buang su keal alau besar tdak pada
tempatnya

6 lidak cukap dulam melakukan pekerjuan, meskipun
sudali diben permgatun dan dicoba dengan pekerjaan
Lain dalam hurun wikiu yang memadai,

1o Menantang barkelahi atasan, teman sckerja, bawihan
dan tamu perusahaan, '

¥

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ...

clenangan kerja,

P LMenggangpu ketenangan atasan, bawahan dan
sesania pekerja di lingkungan pekerjaannya,

14. Melakukan kegiatan bisais di lingkungan kerja atau di
luar lingkungan kerja yang mempunyai dampak
langsung kepada perusahaan,

PASAL 20
KESALANAN/PELANGGARAN DENGAN SANKSI
SURATPERINGATAN 11
Perusahiaan akan memberikan Surat Peringatan 1 kepada

I"L‘Lt‘ljil yang melakukan perbuatan sehagaimana tersebut
di bawah ini atau perbuatan lain Yyang setingkat :

1. Mangkir selama 2 ( dua ) hari kerja,

& Menghalungi Pimpinan yang berwenang dalam
menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban
di Hngkungan perusahaan,

Mencoret-coret , merobek-robek atay mengambil sural
penguniuman /£ pemberitaliuan yang diteimpel pada
papan pPengumuman,

Tidak cakap dalam melakukan pekerjaan meskipun
sudali diberi peringatan,

5. Tidak memperbaiki diri sctelah mendapat surat

27

¥ Tidak berusaha memperbaiki diri seteluh diberi
peringatan ke 11 dengan melakukan lagi kesalahan
pelanggurun yang dapat diberikan surat peringatan 11,

9. Menggunakan [usilitas perusahaan untuk kepentingan
pribadi tanpa seijin Pimpinan atau Perusahaan,

10, Menyalahgunakan wewenung atou jubatun untuk
tujuan dan kepentingan pribadi.

L Menghing Pimpinan, Atasan , Bawahao |, dun alay
sesanu rehan kerja,

12, Melakukan tindukan yung bisa diartikan scbugai
pemaksuan kehendak kepoda Perusubuon stan sesama
I'eherja,

PASAL 22
KESALAHAN/ PELANGGARAN DENGAN SANKSI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KEIUA,
Perusuhaun akan memberikan sangsi berupa

Pemutusun Hubungan Kerjo kepada pekerjo apabila

welabubkan kesulidan/pelanggaran sepert di bawal ini

1. Mungkir selwma § (lima) hari kerja berturut-turut stau 6
(enim) hari kerju tidak berturut turut dalam sebulan /
30 hari kegja,

2. Melakukan pencurian / penggelapan di lingkungan
perusaliaan.

3. Mengancam dan atau menganiayys pengusaia, atasan,
bawahian |, sesama pekerja dan Keluarganya.

4. Menggunakun muma atau fasilitas perusahaun untuk

2y
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Mabuk diwn minune-minuman keras wlau membawn /
menggunakan obat terlarang/narkotik di lingkungan

15, Menuolak perintal kerja yang loyak dari perusahian

tanpa_alusan yang bisa diterima oleh Pimpinan

a3
Perusahaan, IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Memberikan keterangan dva atau informasi metade/
teknik, formulin proses kerja, data pelanggaran kepada
privak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan dan
menimhulkan Kerugian perusahaan.

Dengin sengaja atau ceroboh merusak barang milik
perusabaan yang mengakibatkan kerugian hagi
perusaliaan

Plengin senpaian menpakibatkan hilang atau rusakoya

assel perasalioan

Dengan sengaja £ ceraboli membiarkan diri alau teman
sckerja dalam keadaan hahaya,

Melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan

perusahaan,

Memberni keterangan palsu sehingga merugikan

perusahiin

Herkelahi atan mencntang atasan, bawahan, sesama
pekena o atau tonu £ opelanggan perusahan  di
lingkungan perusalian

SMembawa senjata api e senjata tayam dan hahan

berbahaya Biinnya yang bukan ala ke ke dalam
gk vngan perasalian tanpa ijin yang berwenang

Pekerja dapat dilihuban tindakan pembebasan tigas
{slnr;ing)

Lamanya peambebasan tugas (skorsing) adalal
maksimum satu bulan kecuali tindakan pembebasan
tugas menunggu keputusan Panitia Penyclesaian
Peselisihan Pethurahan Diagal, 7 Pusat, maka jangka
withtu pembebasan twgas paling Luna enam bulan,
Pekerja yang dikenakan pembebasan tugas dan
penyelesaiannya  masih pada tingkat Panitia
Penyelesuian Perselisihan Perburuhan Dacral/Pusa
kepadanya hanya diberikan 50% (lima puluh
perseratur) Gaji Pokok Tunjangan Pengobatan dan
Jaminan Pemelibarann Kesehatan tetap diberikan.
PASAL 14
SKORSING BUKAN DALAM RANGIA
PEMUTTUSAN LI I INGAN KEIUIA

Perusahaan dapat memberikan sanksi pembebasantugas
kepada Pekerja karena kasalahan berat tetapi Perisahaan

wasih berkevakinan haliws I'cke

hesalihannyn selinppa Perusahang tidak

A dapat memperbaiki
menempul

prosedur penyelesaian 140 1k Unituk skorsing seperti i B
Pekerja banya akin diberiban S0 % Gaji Pokoh Tunjangan
pengobatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan tetap di
benkan

Menyadan bihwa Pemmnnusan Hubungan Kurj

FASAL 25
PEMIUTIUSAN VU INGAN KEIUIA (K

i pada

Hasarnya hal vang tidas, dibehendihi, maka Pengusahia

12

-

16, Tiduk berusaha memperbaiki diri scielah mendapatkin
sural peringatan ke U (terakhir).

17. Melakukan perjudian,

18. Melakukan perbuatun atau tindakan  dengan
mengatas-numukan Perusubivan untuk munfuut dun
wjuun pribadi,

10, Melukukan perbuatun Korupsi, menerima iunhn.l.m,
Taddiah atan Konisi dari pibak ketiga yang merugikan
Perusabian,

20 Menghasut rekan sekerja maupun orang luin untuk
melukukan tindakan atau perbuatan yang bisa
merugikan Perusahoaan,

20 Memberi keterangan palsu atau menyebarluaskan
berita yung tidak benar yang merugikan Perasaloan |
dan mitra kerja perusuhaun, .

22.Melukukan  perbuatan-perbuatan yung  dupal
mencemarkin nama baik Perosulivan,

PASAL 13
PEMBEDBASANTUGAS (SWKORSING )
'

I Db penyelesanan hisus pelanggaran bera, hepada

3

dan Serthat Peberja sepahat untuk berusuhia semnaksinl

mungkin untuk menghindarinya, Meskipun demikian,

apabila keadian teBaksa oleh karena sebab atay alusan

yang berasul dari Pekerja staupun Pengusaha, maka

Pemutusan Hubungan Kerja akan dilaksanakan menurut

hetentan sebagai berikug ¢

I Sesuai dengan UU No. 12/1964 juncio Persturan
Menteri Tenaga Kerju RI No.03/MEN/1996 dengan
berdasurkan pada hasil kesepakatan antura pengusalia,
serikat pekerja dun pekerja yang bersanghutan.

2. Pekerju melukukin pelunggaran berat sesuai pasul 22
Kesepakatan Kerja Dersama,

PASAL 16
BERHENTIBEKEIIA ATAS KEMAUAN SENDII
Eabiom bl Pekerja mengundurkan din ot Kemauan sendin,

ik

I Pekerja yang bermuksud mengundurkan dirr wapib
mengajukan sural permohonan witulis yung dikeiahiug
alel atasannya dan ditujukan hepada Pimipian

Perusahian selinbat-Lunbatanya satu bulan sehelum
tmggal pengundoran diri,

12

Sebelum Pekerja meluksunahan pengunduran diri,
Perusalisan berhuk mewajibkan Peherju melakukan
serah terima tugas, data / informasi . formula, dan
dokumen - dokumen Perusahaan serta menyelesaikan
hewajiban Keuanpgun atiau penakuiin asscl-axset milik
perisahaan,

33
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SISTIM PENGGAJAN

I. Sistim penggajian Pekerja dilakukan dengan

mempertimbangkan

a. Jeuis pekerjaan

b. Tanggung jawab pekerjaan
c. Keahlian yang Jdimiliki

d. Pengalaman kerja :
Skala gaji dibedikan dan sudah diperhitungkan antarn
pekerja yang mvwperoleh uang jasa presiasi / produksi
bulanan dengan pekerja yang tidak memperoleh uang
jasa prestasi / produksi bulanan,

rd

3. Perusahaan berwenang untuk mengembangkan dan
mencrapkan sistim manajemen dan administrasi
penpgajian sehagai bentuk pelak&naan dari ketentuan-
ketentuan yang tersebut di atas.

IPASAL 28

INSENTIF

Insentif adalah pembayaran berupa uung sebagai
imbalan atas jasa prestasi kerjn / produktivitas yang
diberikan untuk helompok kerja tertentu didasarkan atas
tingkat prestasi kerja / produktivitas kerja, disiplin kerja
dan elektifitas waktu kerja yang dicapai oleh masing-
masing Pekerja,

2. Sesuni dengan wjuan pemberian insentif, yaitu untuk

memotivasi Pekerja dalam meningkatkan prestasinya,

o ks wang insenntl dibenikon sekali sebulan untok
L8]

sepakal ik mengaine pekerjaan din menyelesaikannya
sesuai wakta kerja vang ditetapkan. Perusahaan
berwenang mengambil tndakan-tindakan tertentu bila
pekergin, untuk menyelesaikan tugasnya melebibi jam kerja
yang sudah ditentukan,

Kerja lembor adalah ke yang ditakukan melebibi dari
e kerjo yang telah ditentukan dan £ atwu pada hari-hari
libur resmi, hari-har istiralog mingguan sesuai pengaturan
dan atan penmtah kenga Pimpinan,

Pada umamnya kerja lembur dilaksanakan atas dasar suka
rela, kecnmi Farena sifat dan kebutuhan pekerjaan yang
mendesak |, maka kepada Pekerja dapat diharuskan kerja
lembun,

a. PADA LIARI BIASA
= Untuk satu jam kerja lembur pertama dibayar 1,5 x
upah sejim
Uitk satu jam herja lenibur selebibinga dibayar 2 x
upah sejaum

b PADA HARTTARLISTIRATIAT MINGGUAN /1TARIL
LI RESMI

Lo Untuk setiap jwm dalim batas tujuh jam atau lima
jam apabila Hari Rava tersebut jatuh pada hari kerja
tenpendek padi sabih satu hari dalam enam hari kerja
semnpgy |, Iuas dibayar upah sedikit-dikitnya dua
kali upal sejaun,

2. Untuk jam kerja pertima selebibnya tujuh jam atan
Hima jam apabila Hari Raya tersebut jatuh pada hari
kerja terpendek pada salah satu hard dalim enam
hari kerja semingpu, harus dibayar tiga kali upah
N,

i

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS Al

4, Selwna masa perco

.
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J O Erusamiam ver ..

mum mscnur alau jan prestasi kerja/produktivitas

a%ﬁ‘,'ﬂt?n?éwulif hanya diberikan

scbesar $0% dari jumlah perhitungan.

PASAL 29
KENAIKAN GAJL/ UPAH POKOK TAHIUNAN

1. Kenuikwn gaji pokok / upah pokok dimaksudhan untuk
meningkatkun kescjuhtersan Pekerja, memberihan
penghargaan atas prestasi dun kontribusi Pekerja dan
menjamin kelangsungan usaha Perusahaan, dan
diluksunakan sccara menyeluruh dilukukun setahun
sekali pada tiop tanggal 1 Junuari .

2. Dalum menctapkun angguran kenaikan puji
PPerusahaan mempertimbangkan fuktor-fuktor kondisi
dun kemampuan Perusahaan seria keaduun cLuupmi
moneter Nasional yang antary lain tercennin dari angha
intlasi,

3. Dalum mienetupkan henaikan gaji Pekerju secara
perorangan , maka didusurkun utas tinghut hecahapan,
keterampilun dun hasil penilaiun prestusi tulunan,
disiplin dan kerajinan masing-masing Pekerja

PASAL U
KERJA LEMBUR

Pada prinsipnys Pengusubia dun Senkht Pekerna

35

3. Pada jum kesembilan dan seterusnya atau pada jum
ketujub apabila hari kerjo  terpendek dalam enam
hari kerju dulum sutu minggu, maka dihitung 4
(empat) huli upah scjun (Peraturan Menteri ‘Tenaga
Kerja No.72/MLN/84),

4, Perhitungan upuh biasa sejam adalab sebagai
berikut : Upah Pokok per jwn = 1/173 x Gaji Pokok
sebulan.

5. Pekerja yang bekerja lembur tiga jam berturut-turut
atau bekerja lembur kurang dari empat jam letapi
melampaui pukul 12,00 stau pukul 19.00 diberikan
[asilitus makan atau vang penpgunti makan,

6. Pekerja yang pada hari libur melakukan kerja lembur
sekurang-kurangnya empal jum berturut-turul pata
wukiu siung hari atau melumpaui pukul 12.00 stau
melwnpaui pukul 19,00 diberikan fasilitus makan ulay
uang pengganti makan,

PASAL J1

TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN

. Tiap tuhun menjclang IHari Raya, kepadu Pekerja yang

telah melumpaui masa percobaan diberikan Tunjungun

Hari Ruys Keagaumuoan yang besarnyu scbagai

berikut |

i Untuk masa kerja 24 bulan atau lebili 2 bulan gaji

b, Untuk miasa kerja 18 bulan swapai kurang dari 24
bulan @ 1 172 bulun gaji

c. Untuk masa kerja 3 bulan sumpai kurung 18
bulan : 1 bul® gaji

- Perhiungan masa keeja adalah berlaka perhitungan

pembulatan masa kerja yung ditetapkan scbugai
berikut :
37
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ARG dibenkan pada biane Kkayn idul P bagl pescrja
yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja
vang beragama Katholik dan Protestan, Iari Raya

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Waisak hagi pekerja yang belRxRERRUSTAKAAN UNINMERSITAS AIREANGGA 1A di Perusahaan

Raya Nyepi bagi pekerja yang berapama Hindu,

IPeberja yang berhak atas THR adalah yang pada saat
Jatubnya Hari Raya telah bekerja sekurang-kurangnya

Y (i) buban.

CTHR dibezikan jika Pekerja berhienti atas permintaan

sendiri terhitung sejak waktu 30 (tiga pulub) hari
sebelnm jatnh wempa Hard Raya Keagnnmaoan, Jika lebih

dari 30 hari maka THR tidak diberikan |

Sesuai sifit Lepesertaan Jamsostek wmaka, setinp

Pekerian mempunyai kewajiban memberikan data pribadi

yiang benne dian terbiru dan hertanggung jawab

menyimpan Kartu Peserta Jamsosteh schaik-baiknya.
P'ASAL 34

JAMINAN KESEHATAN

LI : -'—-." "y e 1] . ' :
- Pengusaha dan Sciikat 'ekerja bersepakat baliwa

pemeliharaan keschatan pekerja beserta keluarga
adalaiy menjadi tinggung jawab pekerja sendiri, Guna
meringanen beban biaya pengobatan sakit biusa.
Pemgusaha memberiban Tunjangan Pengobatan yang
hesiinya

75000
S0.000

Golompan 11 - 13 .
-0 k.

(prossMhulan

Golongan (prossMulan)

Dalam keadaan mendadak Pekerja dapat menggunakan
fasilitas Poliklinib Cerusahaan * i

Wiaya perawatin dan pengobatan yang diskibatkan
oleh becelakaan beva ditanggung sepenuhnya oleh
Pengnaaba din abam o cliom ke 1L Jnnsosick.

Pervsaluin meadben Tamtan sebesar 90% dari 1ol
Dy sasvat ap e laomah Sakit keeuali

A Mempercantik din

b Akibat Kegemaran beresiho tinggi

.o Abibat penvakit kelinnin

\l. Persalinan norl

"t vawat ap diberikan kepada Pekerja apabila

yany, dhianwat dlinnaah sak it adalah;

A Pekega sewdin .

(=]

micrupakan salah satu kegiatan dalwm menunjung Pro-
gram Pemerintah dan peningkatan kesejuhteruan
Pekerja. Untuk itu perlu adanya peran serta secary aktil
dari pihak Serikat Pekerja maupun Pengusaha guna
suhsesnya Progrum Keluarga Berencing Perusalin.

Program Keluawrgs Berencann dikembangkan melalui
kegiatan komunikasi, edukasi dan fasilitas Poliklinik
sesuai dengaun misi Keluarga Berencuna dan penetapan
syaral dun kondisi kerja Pekerja.

PASAL 33

JAMSOSTEK (JAMINANSOSIAL TENAGA KERIA)

L]

6.

Pengusaha mengikutsertakon selurub Pekerju tanpa
terkecuali dalam Program JAMINAN SOSIAL
FENAGA KEIRJA (JAMSOSTEK) untuk program ;

W Jwninan Kematian

b. Jaminan Kecclakaan Kerja

¢. Juminan Hari Tua

. Sesuai dengan UU No. 3 /7 1992 dan PP No. 14/1993

iuran program Jaminan Hari Tua dilaksanakan sebagui
berikut

a. 2 % ditanggung oleh Pekerju,

b. 3,7 % ditanggung oleh Perusahiaun

39

b, Isiri yang suh yang terdallur di Perusahawn.
“e. Anak yang sah scbagaimana dimaksud dalam istiluh
anith,
Bantuan rawal inap diberikan kepada Pekerja Wanita
apabila yang sakit adalah:
a, Pekerjo wanita sendiri,
b. Anak yang menjadi tanggungan sebagaimuny
dimaksud pasal 1 ayat 5.b dan 7.b,
¢. Anak pekerju Wanita, bila suami pekerja wanita
tersebut tidak memperolzh fasilitas sejenis dari
tempal suaminya bekerja,

- Standar perawatan rumah sakic ditentukan sebagai

berikul

a, Golongan jubatan 11-13  perawatan kelas 1

b. Golongan jabatun  3-10 peruwatan kelas 111
dengan standard Rumah Sakit RKZ  Surabaya.

Untuk peruwatun Rumah Sakit karena Keguguran dan
persalinan sbnormal distur  tersendin

9. Penggantian Kacamata :

a4, Perusuhoan memberikan buntuan bagi Pekerja yang
secara medis dibaruskan memakai kacamata, yung
besurnya ditentukan scbagai berikut :
l.Lensa @ Rp. 100.000 netto
2, Bingkai @ Rp. 100.000 neuo

b. Penggantian lensa dapat diberikan bila disertai resep
dokier yang menyatakon leluh terjadi pengurangan
ketujmnan penglihatan.

¢. Bantuan biaya pembelian bingkusi kacumula
diberikan setiap 3 ( tiga ) tahun sckali dengun
disertai bukti bingkai luma,

L 4]
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e. Hantuan tidak diberikan untuk biaya sollens dan
contact lens.

nilui terbaik.

PASAL 36
10:Scrikat Pekerja dan Pengussiy DEEREASCIANAAN UNIVERAITARAREKANG R keua

3

untuk meningkatkan kualitas pemeltharaan keschatan
Pekerja dan kelumganya, muka perlu dilukukan upaya-
upays mendorong Pekerja agar dapal memberdayakan
Tunjangan Pengobatan secara sukarela dan swadaya,
melalui Program Dana Schat Pekerja,

PASAL JS %
BANTUAN KELAIIRAN

Pengusaha dan Scrikat Pekerjo bersepakat bahwa

melahirkan adalah sesuatu yang diinginkan dan

ditencanakan oleh PPekerja sesuai dengan prinsip

Kelvarga Derencana Pekerjn Wanita dapy Lstri Pekerja

yiarg melnhitkan | Peogosalin membertkan bhantuan

kelahiran sebagai bingkisan sukacita atas kelahiran

anak P'ekerja dengan ketentuan sehagai berikut :

a. Masa kerja pekerja minimal adalah 2 (dua) tahun
untuk kelahiran pertama,

h. Jarak kelahiran minimal anak pertama dan anak
kedua adaluh 2 (Jux) tahun,

¢ Bantuan kelahiian diberikan kepada Pekerja Wanita
dan Istri pekerja untuk_anak Pertama dan Kedua,

. Pesarmya bantuan kelahiran :

a. Golongan 11 =13 Rp 225.000. netio
b, Golongan 3= 10 Rp 200,000, neuo

42

PPANAL M7
WECTELARAAN DILUARRJAM KEIJA

Yang dhimaksud dengan keeelakaan diluar jam kerja
adalah kecelakiun yang dialami Mekerja yang saat
terjiddinya dituar jam kerja dan tidak dalam rangka
melaksanakan tupas,

Apabila Pekerja mengalami kecelakaan pada saat tidak
dafam tugas dan diluw jam kerja dan perlu perawatan
rumah sakit maka Perusahaan akan memhberikan
bantuan berupa penggantian biaya perawatan rumal
Sakil sesua Srngan ketentuan pasal 34 ayat 4,5,6, & 7
tentang penggantian biaya rumah sakit,

Dalam hal pekerja mengalami kecelakaan diatas dan
menderita berkepanjangan, maka perusahaan akan
membayar gaji/upah sesuai dengan ketentuan pasal
ST avat 1 otentang tidak wainpu hekega karena alasan

heseliatan,

Dalam hal Pekerja mengalami keeelakaan diatas dan
atas keputusan dokier ményatakan cacat jasmani /
robiani melehili 12 (dua belas ) bulan bertatue-turat |
maka perusabann dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan memberikan hak-hak pekerja
sesnai dengan UL No. 12 tahun 1964 Juncto
PERMENAKER 03 th. 1996,

Apabila dalam kecelakaan tersebut menyebabkan
Peberjn meningpal dunia, maka perusahaan akan
mierhenkan bantn sesuant kelentuan pasal 39 ayar |
tenting Hantuan Duaka Clita,

Lo Apabila terjudi keeelukuun kerju sesuai yung dimaksud
dalam Undung-Undang Kecelukoan Kerja, muka
Perusahaan akan mengganti biaya-biaya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undung No. 1 th.1970 dan
Undang-Undang No.3 th, 1992,

tJ

. Bentuk-bertuk ganti kerugian adalah ;

@, Biaya pengangkutan pekerja duri tempat kecelukaan

ke rumahingy atau keowmah sakit,

b. Biaya Peruwatan

¢ Ganti rugi cocat

& By Pemakiman

¢ Tunjungun Kematisn
3. Besurnyys nilai ganti rugi Jidasarkun stas Peraturan
Pemerinh dan PT. JAMSOSTLK,

4. Dengun Keikutsertoun Perusahain pada program P,
JAMSOSTEK  maka apabila ada penggantian biaya-
biaya dari PT. JAMSOSTEK scsuai hasil penetapun
I"I. JAMSOSTEK terhadap kusus kecelakaaan tersebut
menjadi hak perusabuan mengingat pelaksanaan butir
1 diutas.

-
4
IPASAL 33
JAMINANMAKAN

Dakim rangha mempertahiankan stuning dan produkiilitas

kerja Pekerja , maka disediakan fasilitas mukan di Kantin

Pabrik dun secara cuma-cuma dengan ketentuan antara

lisiny 2

I. Pekerja wajib makan di tempat / ruang yang telah
ditentukan,

L=

PPekerja yang tidak memanfautkan fsilitas makan tiduk
berhak atas pengganti uang makan,
3. Pekerja yang karena sifat dan tugas dun pekerjuunnys
harus dilaksanakan diluar lokasi kerju diberikan uang
penggantisn makan yang besarnya ditentukan
tersendiri. Termasuk bagi pekerja yang melaksanakan
ibadah puasa padi bulan Ramadhan,
PASAL Ju
BANTUAN DUKA CI'TA

I Apabila pekerja meninggal dunia, maka Perusahaan
akan memberikan kepada ahli wilrisiya
u. Gaji puda bulan berjulan
b, Bantuan pemuhinan
= Untuk golongan 11 -« 13 scbesur Rp. 650.000,
netto
- Untuk golongan 3 - 10 sebesar Rp. 450.000,

netto
¢ Tunjungan Keuation yang besirnya sesuui dengan
hetentwan pasal 41 Persturan Tunjungan Wi Tua.
d. Apabila masa kerja masih dibawah 10 thun, nika
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2 Dalam hal keluarga Pekerja (Istrn, sSuami, Anax sah)

meninggal dunia, Pengusaha akan memberikan.—

bantuan vang duka sehexar @

1. Telah merupakan Kesepukutin venvme werm o oo o
schagui batas usia untuk  menjulani masa

- K Piheyi sHcapai usia pensiun,
Untuk golongan 11 = l‘-lﬁl:csarEliRU§MWN UNWERSMS ﬁ“ﬁl‘_‘m&ﬁéuu ' adalal v

netlo
Lintuk golengan
netio

1 - 10 sehesar Rp, 450,000,

PASAL 40
HANTUANSUKA CI'TA
1. Pengusaha memberikan uang Bantuan Suka Cita
kepada Pekerja yang untuk pertama kali menikal ;
Untuk golongan 11 - 13 sebesar Rp. 375,000, netto
Untuk godongan 3 - 10 sebesar Rp. 225,000, neio
-
2 Hanman Suka Cita diberikan bila Pekerja menikah mini-
mal picda usia 25 tahun untuk Pekerja pria dan 21 tahun
untuk Pekerjn Wanita,

1 Bantuan Suka Cita diberikan bila 'ekerja telah
mempunyai masa herja pada Perusahaan sckurang-
huranpnya 1 tahun

4. Apabila terjadi pernikahan antar sesama Pekerja di
Indofood Group maka bantuan suka cita hanya
dibierikan kepada saluh satu Pekerja dengan nilai
terhaik,

Al

Tunjangan Hari Tua yang diberikan adalah vang
pesangon yang dibayarkan kepada Pekerja yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerju karena
mencapai usia pensiun,

L

. Besarnyas tupjangan hari tua diperhitungkan dengan
masa kerja sebagai berikui
#. Masa kerju 10 s/d 14 tdwn
b, Musa kerja 15 s/d 19 whun
¢. Masu kerja 20 s/d 24 tabun
d. Masa herja 25 whun keotas

14 bulan guji

18 bulan gaji

20 bulun gaji

27 bulan gaji

L Apabila mass kerju masih dibawali 10 tho | maka
pelaksansan pembayaran THT mengueu kepada
Fermenaker No. 03/1996.

4 Tunjungan Huri Tua adalab wilai gross sebelum
Jikurangi pajak penghasilan dengan Komponen
sehagal berikut ©
a. Gaji Pokok terukhir
b. Insentil rata-rats cnam bulan terakhir,

c. Tunjungan khusus tahunan dihitung sccura
proporsional

d, Tunjungan pengobatun § % dari gaji berupa uang

¢. Tunjangan perumahan 10 % dari gaji

5, Sepanjang Tunjangan Hari Tua belum diatur oleh
Peraturan Pemerintah, muka Perusahaan akan
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mermberikan tambahan Suntunan Hard Tua, yang
jumlahnya diputuskan tersendiri olch Pengusaha
sesuai dengan kondisi.

6. Dila dikeluarkan Peraturan Dana Pensiun yang sclaras
dengan Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 tahun
1992, maka ketentuan pasal 41 ayat 1 dan 2 akan
mengikuti Ketentuwiun baru dalam Peraturan Dana
Pensiun dan sclanjutnya ayat 1 dan 2 tidak berlaku
lagi.

PASAL 42
HEASISWA ANAK PERERJA
Pengusaba memberikan Reasiswa kepada anak pekerja,

D peraturan tentang beasiswa ini dintur tersendiri
dempun syarat-syaral tertentu diumumkan setiap tahun,

PASAL 43
TEMPATIBADAN

Pengusaha menyediakan ruang / tempat guna keperluan
Ihadah
PANAL 44
SARANA OLAI RAGA

Pengusaha menyedinkun fasilitas dan sarana olah raga

untuk hegiatan olah raga bagi pekerja sebagai salah satu
usaha peningkatan kesehatan pekerja.

4K
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PASAL 45
PENGHARGAAN MASA BAKTI PEKERJA
Dalam rangka memupuk den mengembangkan loyalitas
pekerja  guna  mendukung  kelangsungan  usahba
perusahaan, maka pekerja menduput penghargaan sesuai
masa baktinya yang Ketentuan pelaksanaannya distur oleh
perusahaan, Penghargaan ini diberikan kepada Pekerja
yang telih mengalini masa bakti, §, 10, 15, 20 dan 25 thun,

AULIA CHANDRA



AT AR A DATIR RPN BN VANl

PERKERJAAN

I, Kepida I'CRerjs young simenree oo
satu sctengah bulan sebelum dan satu setengah bulan

PASAL 1§ - PERPUSTAKAAN UNIVERSITASAIRI'ANGGA

CUIVTEATIUNAN

1. Sesuai dengun Peraturan Pemerintah Nu, 21 / 1954,
maka Pekerja yang welab bekeria 12 (dua belax) bulan
bertumit-turat berlik g euti 12 (dua belas) hari kerja
dancuntoh mengpunakannya | Pekerja diwajibkan

memgantion permolionan melalui atasan langsung

paling lambat 1 mingga sebelum eati,

. mka
pengeanian vobe dapat distur sebagai etk

Lo Demgan Gidak menparangs hak o cuti pekenja

= Sehinyak-hanvahova 6 (enam) hani dipuaakan
itk cuti neal pocta Hlan Raya Lol Finebaran
Sisanya dapar dambil pada wakiu lain setelah
disctujui oleh atasannya denpan
timbanghan kesibukan pekerga B

mempen -

3. Untuk pekerjaan tertentu ataypun karena kebutuhan
pekerjaannyn peluksanaan cuti dapat diatur pada
waktnewakiu lain dengan persetujuan Perusahaan,

4 Bila ada kepentingin Perusalivan yang mendesak maka
sesudah tahun cuti herakhir, pelaksanaan cuti tahunan
dapat ditanpgubihan paling lama enam bulan,

S Bila Pekerja tnlak mempuanyai hak eoti tahunan yang
dapat diambil . maka Pekerja dapat menggunakan
fasilitas cuti tanpa upah, Ketentuan cuti tanpa upal
akan dliatur seeara Khusus,

2 (dua) hani
herja

3 Istd/SuamiVAnak/Orang wa/Mertuad
Kandimg Saudara/lpar meninggat
dunia

4. Perkawinan saudara kandung
kerja

I (satu) hari

5. Mengkhitankan/Membaptisan anak
Pekerja

I (satu) hani
kerja

G, Istei karyawan melahitkan 2 (dua) hari

kerja

7. Hal-hal Inin yang telah diatur pada Peraturan
Pemenintah No, K198 Pasal 6 »

PASAL 49
MANGKIR

Hilamana Pekerja meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atau
tanpa alasan seperte ersirar pada Pasal 48wt tinpa
alasann yang dapat diterim Perusabiann (atasan Lingsung,
Kepala Dagian dan Bagian Personalia), maka dapat
dikategorikan sebapai mangkic dan memperoleh sanksi
Surat Peringatan Tertulis serta ahsen tanpa upah.
Ketentuan tentang hal ini akan dintur seenra kKhusus,

PASAL S0
MENINGCCALKANPEKEIUAAN

Wilamana Peherja meninggalhan pekerjaan tanpa
pembentabuan Gopa ijin atasinnya seloma S (lima) han
berturut-turat dan telah diberihan Surat Panggilan Tertulis
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2, Pemberian cuti hamil didasarkan pada permohonan
tertulis dengan dilumpirkan Surat Keterangan Dakier
atuu Didan yang merawailnya mengenai wakiu
persalinan .

3. Pekerjo yang mengalami gougur Kandungan diberikun
cuti selioma satu setengah bulan seielah werjadinya
pugur Kandungan,

A Sebuma mengabankan cute ool Pekenpan iamya berhak
atus Giagi £ Upale pokok |, Tunjangan Pengobatan dan
Baminan Kesehatan!

S, Pekerja Wanita tidak diwajibkan untuk bekerja pada

hari pertama dan kedua pada waktu haid dengon

hetentuan wajib memberitahukan terlebih dabulu
kepuadi stasan atau pimpinannyi,
PASAL 48
IWINMENINGGALKAN PEKERJAAN

IPehesg difjinkan meninggalkun pekerjaan dengan mencr
upali penuh dengan ulasun sebagai berikut ¢

3 (tiga) hari
herja

1. Perhinwinan Pekerja sendiri

2 (dui) han

kerii \
erja i«-;()

( 2. Perkawinan unak
—

olele Bagian Personalia dan tetap tidak hadir, maka
disaggap mengundurkan diri dari Perusuhaan dan
sclanjutnya diproses menurul perundang-undangan yang
berlaku.
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IPASAL S
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ERPUST

Untuk mienjamin keselamatan I.]:IJEIB‘.';CE:I[.'III kerya,maka
perusabiaan akan mentaat peraturan keaslamatan dan
Lesehatan kerja sesuai dengan undang-undang dan
Peraturan Pemerintah dengan menyediakan alat-alat
pelindung diri,

Untuk maksud tersebut, maka PPengusaha menyediakan
pakaion kena, alatalan keselumatan ke kepanda Pekerja
menuul st pekerjaannyn,

Setiap Pekerja diwajibkan untuk mentaati peraturan ke
selamatan herja serta memakai alut pelindung keselamatan
kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas masing-
masing

Untuh  membantu - program dalam
menyelengparakan hiding keselamatan din kesehatan
kerja, akan dibentuk P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan
dan Keschatan Kerja) dengan fungsi & tugasnya sesuai
denpan Pevaturan Perundiangan,

perusaliaan

"TASAL 82
PERLENGIAPAN DAN PAKATAN KERJA
Lo Pekera diwapibhan memakai pakaian kerja selama
melakukan pekerjnan
-

S0 Pk yang bekerja i eapat i mimbuainhkan

S

F I

pakiian kclj-.'l sebanyak 3 (tiga) stel per tanun,

AANIUNWERSITASIAIRLANGGA:rju adulali milik

perusahaan yang harus senantiasa dipelibara,

S Pakaian kerja untuk pekerja yang bekerja di lapangan /
ficld hanya boleh dipakui pada suat bekerja ( tidak boleh
dipakui pada saat beringkat dan pulang kerja ).

PASAL 83
ALATALAT KERJA
Lo Perusabian menyedinkian alat-alat kerju bagi pekerja
dengan jenis yang telab ditentukan bagi masing-
masing pekerjoan/bagian yang bersangkutan.

[

Peherja diwajibhan merawat alat-alut kerja tersebut dan
wenyimpannya pada temnpat yang telah ditentukan
oleh atasan langsung.

3. Dalin hal terjadi kerusakan pada alat-alat kera hingga
pertlu dilakuban penggantian. Pekerja wajib
ik han alat e yang Lo Loasak hepanda atisan
Langsung untuk diganti,
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nABRXIn
I'ASAL sS4
PRODUKTIFITAS KERJA

Pengusaha dan Serikat Pekerja bersepakat untuk
melaksanakan usaha-usaha peningkatan produktifitas
Kerja dalam rangka peningkatan dan pertumbulian
Perusahaan yang pada gilicannya akan weningkatkan
rescjahienan Peberja

Oleh Kurena atu L setinp Pekerja herkewajiban dan
berparticipasi ahul dabiom usabia dan wpaya peningkatn

produkiiviias ue Pernsalim,

Usahia termaksud antara Lain dengan jalan -

1o Mendotong para Pekerja dan sesana I"ekerja dalam
proses produksi untuk
disiplin Kerja

senantiasa meningkatkan

(]

Mendorong para Pekerja dan sesiama P'ekerpa dalum
proses produkse untuk menghindarkan diri dari
tindakan pemborosan di dalam melaksanakan pekerjaan
sehani-liari |, serta meningkatkan muta pchcrjnnn.

Lo Mendorong para Pekerja untuk berpartisipasi aktif
dalan mielaksunakan progrun-prograin peningkatan
produktifitas melalui, Total Quality Management
(TOM) dan progem-program lain yang ditetapkan
Perusaliian

4. Memacu para Pekerja agar melakukan perubahan untuk
menjadi lehil baik, dengan belajar dari berbagai bidang
pekerjaan,

ShH
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30 Maemacu para Peheda untuk mencipiakan gagasan-
gogusun  buru,  merasionuslisusikannya  dun
meneraphannya agar senantiasa menjadic perusahaan
terdepan dic biding idusten makanan

Pekerjan yang secura sengaji melulaikan Kewajiban tersebut
dapul dinyatakan scbagai ¢
1. Menolak  perintali keja yang layak

Lobdak mae membenihan daya kegjanya untuk

Perusabin

3 kb cakap dhihion mebihukan ke,

C Untuk mengetaliog tingkat kesunggulian Pekerja dalim
- melahukan kewajiban wrsebut | maka Pengusabia berhok

mengembanghan sistem dun prosedur antara liin ;
1 Sistem losenuil’

2 Nisten Penibian Prestast Kega T

3o Sistem Penmgauan Gaji Berkala,
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A Ce SR Do Memiliki Diding usaha yang swmma sau s swn
| g =y dengan bidung usaba Perusabaan

‘eogusihin i Serikal Pekegia b aks : #

KA, Kincstesn- Sdsbl ":JRI-‘E'E;@E:OEE%&‘AAN LUNWERSFFAS NHLLM“_GGAA-HH:' tidduk baleh
oleh dan uniik Pekerja berdasarkan perundang- :I’I‘Lrlll::;trl-lb'.l Bk dan Kewajibonnya sebagai Pekerji
undangan Koperasi, i i
Pengusaba din Scrikai Pekerja bersepalian | 7. Wik pertwmbulin vsalia Koperasi kinyawan il

; teluli cukup buik, muka uniuk menjulunk: :
menambuhkan Kaperasi Pekeris v k ; ) ciyulimkannya perly
ke iy A per “.' el ""m“.“‘ kearah F diluksanakan oleh Manajer koperasi yang bukan dari

emandiriun  Koperasi  guna  meningkatkan e L UNE DT durl
kescinhicruan bersama. : PEREIpL Perusahiad,;
[ i
Pengusahia dan Serikat Pekefa berkepentingan FATEXY

terthadap keadaan Koperasi Karyawan dengan PASAL 56
mengingat bahwa anggota Koperasi Karyawan adalah RKEDUDUKAN DAN UPAT PEKERJA SELAMA

karyawan perusaliin dan anggota Serikat Pekerja. DALAM TAIIANAN BERWAJID
&

- Dl hal seorang Pekerja diduga terlibat tindak pidana
dan ditahan oleh yang berwijib selma dulam masa

A Perasahiaan akan memberikan bantuan sesuai dengan
Lennnpaan dan perkembanpan Perusalionan,

b Senikat Pekerja akan wenganunkan pertimbulian penithiamian. Perusalian tidak diwajibhan meimbayar gaji
Koperasi Pekerja : Fupabi, Dakam hal ini Perusabaan skan memberikan

¢ Pekeja mendukung dan mengikuti program | Wnjangan kepada keluarga Pekerja tisp bulun sebesar
1;.||.|..g;|[| Pekerja secara teratur gung 50% dari gaji/ upal pokok per bulin dengan maksinum
memperstaphan kebutuhan dimasa mendatang yang wuktu 6 (enim) bulan

lebah ik,

(]

il mesjalankan usah, Koperas) Weékrfa ! Ji‘l;ulai:wnmng Pekerja ditahan, tetapi penahanan iy
v lve nra LT 5 -. . l'i uk il‘ k LU'E : i CLL g L
::ulll::l:;‘:d.nu hewiatin usaha yang bersifat supplier tiduk u;;::?:la:;lald::::atl lll‘l‘;ll“:‘l"‘:::tm:‘t't':‘i":n;.,,s‘ma
ciusahaan ) J i seruglan
kecunli jika penuhinan itu dilukukan bcrdasnrkm;
tduhan dari Pengusaha dan ada fuktor lain schingga
Pengasain dapat diswajibhan member i panti heragion,

A, Nebagai perantara dengan mendapatkan fee, untuk
Fsaantar jemput kacyaswan penyedinan makan

At
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A T e
|
|
Lo Pengambilan tunjangan dapat dikvasakan kcpmlal_ ;
i . 4 | AL XV
arang lain dengan kuasa tertulis dan bermaterai, |
il j PASAL S8
A Nila Pekerja ditalian oleh piiak berwajib lebil dari 60 N . T
tenam pulul ) han takwin, maka Perusahaan dapal PENVELESAIAN KELUHAN PEREIUA
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Lo Apabibi et helulian 7 rasa hurang puis d_.ul l'ultctj.l
dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1964 Junclo atus headian tertentu sedapat mungkin d_lsclcsalku}n
Penmenaker Noo 03/Men/1996, : secara musyawarah dengan prosedur yung tertib
dengan wenyanpaikan / membicarakan dengan atasan

BALL XNVI
PASAL 57 Apabila belum dapat disclesaikan maka persoalannya

TIDAK MANMPU BEREIVA KARENA ALASAN t dapat digjukan kepada Pimpinan yang k-l.-nil. lingpi
sevina berjenpang

Langsung -

1

KESEHATAN _ . y _
3o Apabila peanyelesaian belum wercapai, penyelesatan

il Peherja menderita sakit lama, maka Perusahaan akan | dapat dilishukan mchalul mnsyawarah antar Punpinan
Uit Kerga Federast Serikat Pekerja Seluruh Tndonesia

membayar gaji / upah sebagai berikut ; ! : i
a. Tiga bulan pertuna @ 100 % x gaji / upah pokok | seleinpal bersing Panpinan tetinggl setempal,
b. Tiga bulan kedua 75 %xgaji /upah pokok |, Apabila musyawarah sctempat belom mencapai
¢. Tiga bulan ketiga 50 % x gaji /upah pokok mulakat maha Dantuan penyelesaian padia Kantor
d. Tiga bulan keempat © 25 % x gaji / upah pokok ! Departemen Tenaga Kerji setempat dapat dimintakan

seseitind Undanp-undang No. 22 tahun 1987 tenting

Apahila dalam waktu 12 (dua belag) bulan berturut-turut | : ;
Penyelesaian Persclisihan Perburahan,

Pekerja yang dimaksud dalam pasal diatas belum |
sembul,maka Perusahaan dapat melakukan Pemutusan 5 Penyelesainn helub Kesah diluar cora yang tersebin

Hubungan Kerja dan memberikan hak-hak melakukan | duantis padi dasarya bious dibiodiani dan menapakan
Pemutusan Hubungan Kerja dan memberikan hak-hak hal yang tidak Japat dibenarkan,
Peliona sesus) Lindang-uidang No. 12 talun 1964 Juncto ! 6. Uintuk menjingt helimngsungan ke paa Peher s dan

Pemenaker No.DM/Men/1996 . operasional perusialiin nika Penpusalin i Scenkan
Peherju sepakat untok sepaul monghin menphidan
undakian pemogokan ataupun lock-out £ peonghontian
operasional perusalivan,

7. Pengusaha dan Serikat Peherja sepakat baliwa

) tl
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Licarlon oy aildl o bldy 1

IR - PERPUSTAKAAN,LINIVERSITAS AREANGEA.

baru, sctelali berakhirnya masa berlaku

vang
Kesepakatan Kerja Hersama ini, maka ketentuan dalam
Kescpakatan Kerja Bersama ini tetap berlaku hingga
tercapainya kesepakatan yang haru,

SKRIPSI

=]

[

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ...

IPENUTUI
Kerja

ikitiun dibuar untuk

a Bersimn yang

[y

terdahiulu,

- Bikunana dalume masa berlukunys Kesepakatan Kerja

Bersama ini terdapat Kesepa- katan yang lain, maku
dapat dikukubikan hedalam suata Persetajuin Borsama,
yung nilainya secara Keseluruhun tiduk berkurang duri
nilai yang terkandung dalam Kesepakatan Kerja
Bersima ini,
PANAL
JANGRA BERLAKUNYA RKESEPARATAN KIGIA
BERSAN A

(]

Jangka waktu Kesepakatan Kerja Bersiona o adalaly
s tahun yaitu malai tanggal 01 September 1999 dan
mengikat - kedua belal pilak swnpai dengan Langgul
31 Agustus 2001,

- Alas kesepakatan hedua Pibuk, Kesepahatan Kerja

Bersama ini dapat diperpanjang satu kali untuk jangka
wihtu satu tahun,

- Untuk pembaruan Kesepakatan Kerja Bersama ini,

sitlahe sata ik memberitahukan Keinginannya sceara
tertulis sebambai-Lunbatnya eoam pulub bari sebelum
Resepukatun Kerjao Bersiuma ini berakhir,

Selima belum tercapai Kesepaukatan Kerja Dersamg

(%}

PHIAR-PHIAK YANGMENGADAKAN
IKESEPARKATAN KERJA BERSAMA
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AULIA CHANDRA
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